KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karunia Nya
kami dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Ringkasan Laporan ini kami susun dalam rangka memenuhi
ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten
Cianjur mengetahui dan memiliki informasi yang utuh tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019..

Ringkasan laporan ini kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan di atas, sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

BAB I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

BAB Il Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Urusan Pemerintahan Umum

BAB IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  Tahun "2019

BAB V Tugas Pembantuan

BAB VI Tugas Umum Pemerintahan

BAB VIl Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

BAB VIII  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

BAB IX  Penutup

Ringkasan Laporan ini memberikan gambaran umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan
daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2016 Tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren. Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) penyelenggaraan
pemerintahan daerah, merupakan alat ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa isi ringkasan laporan ini masih banyak kekurangan, tetapi
mudah-mudahan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan
secara keseluruhan. Untuk itu kami mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai
masukan bagi pemerintah daerah untuk penyempurnaan ringkasan laporan ini pada
khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur
pada umumnya.

Demikian ringkasan laporan ini, semoga dapat digunakan dalam pelaksanaan
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk menentukan kebijakan lebih
lanjut.

Cianjur, Maret 2020
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. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (3) bahwa Ringkasan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut
RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada
masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam R LPPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019,
disampaikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga diharapkan bahwa masyarakat
Kabupaten Cianjur mengetahui dan memiliki informasi yang utuh tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019.

B. Gambar Umum Daerah

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten dari 17 kabupaten atau 26
kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur dikepalai
oleh seorang Bupati sejak berdiri dari Tahun 1677 dengan Bupati pertama bernama RA.
Wiratanu Datardan hingga kini Bupati H. Irvan Rivano Muchtar (2016-2021) adalah
Bupati Cianjur yang ke-36. Peringatan hari jadi Cianjur setiap Tanggal 12 Juli dan setiap
tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cianjur.

Penduduk Kabupaten Cianjur yang merupakan mayoritas Suku Sunda
beragama Islam dan merupakan wilayah pemukiman para santri yang menimba ilmu di
pesantren-pesantren yang tersebar di tiap kecamatan se-Kabupaten Cianjur.
Peninggalan budaya warisan nenek moyang masyarakat Cianjur terkenal dengan
Ngaos(Membaca Al-g u r § Mamaos (Melantunkan Seni Tembang Sunda) dan
Maenpo (Bela Diri Pencak Silat) adalah jati dirinya masyarakat Cianjur yang sudah
melekat.

C. Kondisi Geografis Daerah

Pemerintah Kabupaten Cianjur secara geografis terletak di tengah Provinsi Jawa
Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km
dar i i bukota Negara (Jakartid@ap28éaabhi nenhgt Sl dt
106042@00256 Buj ur Ti mur . Wi | ay ahi bataa hwilagah t e n Ci
administrasi yaitu: sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Purwakarta, sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan
dengan Samudra Indonesia, sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah+ 361.435 Ha. Secara administratif
Kabupaten Cianjur dibagi kedalam 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa. Terdapat
2.785 Rukun Warga (RW) dan 10.493 Rukun Tetangga (RT) .

Wilayah Kabupaten Cianjur secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian,
yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.Cianjur Bagian Utara merupakan
dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggiansekitar 2.962 m di atas
permukaan laut. Wilayahnya meliputi daerah Puncak dengan ketinggian sekitar1.450 m,
Kota Cipanas (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet) dengan ketinggian sekitar
1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m diatas permukaan laut.
Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan, tetapi juga terdapat dataran
rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang tersebar
dengan keadaan struktur tanahnya yang labil. Cianjur Bagian Selatan merupakan
daerah dataran rendah yang terdiri dari bukit-bukit kecil dan diselingi oleh pegunungan-
pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia, diantara bukit-bukit dan pegunungan
tersebut terdapat pula pesawahan dan ladang huma.Dataran terendah di selatan
Cianjur mempunyai ketinggian sekitar 7 m diatas permukaan laut.

Jumlah bangunan tempat tinggal sebanyak 632.188 Bangunan Rumah (layak
huni dan tidak layak huni) yang menjadi tempat huni untuk 756.278 kepala keluarga
(KK). Rumah layak huni sebanyak 576.320 Bangunan Rumah (91,16%) dan rumah
tidak layak huni sebanyak 55.868 Bangunan Rumah (8,84%). Sedangkan data jumlah
rumah tangga sebanyak 756,278 Rumah Tangga dan Rumah tangga yang bersanitasi
se kabupaten cianjur berjumlah 573.880 Rumah Tangga (75,88%). Jumlah rumah
tangga pengguna air bersih sebanyak 635.181 Rumah Tangga sebanyak 635.181
Rumah Tangga (83.99%).



D. Gambar Umum Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah 2.285.971 jiwa
yang terdiri 1.180.362 laki-laki (52%) dan 1.105.609 perempuan (48%) untuk 756.278
kepala keluarga (KK)

E. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dari sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan yang
dominan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Produktivitas
pertanian komoditas padi pada tahun 2019 sebesar 60,38 Ku/Ha daan Palawija sebesar
276,25 Ku/Ha, produktivitas perkebunan dari luas lahan 37.568,69 Ha sebesar
50.187,67 Ton, sektor perdagangan yang memberikan kontribusi besar terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur sebesar 4,15% , sektor pariwisata dan jasa
perhotelan juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian.
Kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah kunjungan
wisata ke hotel berbintang/non berbintang sebanyak 117.713 wisatawan dan ke tempat
tujuan daerah tujuan wisata sebanyakk 1.531.699 wisatawan yang ada di Kabupaten
Cianjur.  Sektor pariwisata mempunyai peranan yang kuat dalam mendukung
perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata
Daerah (RIPDA) Kabupaten Cianjur, kawasan wisata dapat dibagi kedalam 3 (tiga)
Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) yaitu SKPP | Cianjur Utara, SKPP
II Cianjur tengah dan SKPP Cianjur Selatan.

F. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan
terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha
kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Cianjur pada tahun 2018 meningkat
dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi
di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Cianjur
tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 30,3 triliun rupiah. Angka tersebut
naik sebesar 1,8 triliun dari 28,5 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan
bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor sedangkan
pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu
sebesar 11,27 persen. Keseluruhan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif..

Analisis pembangunan sosial adalah analisis capaian pembangunan manusia di
Kabupaten Cianjur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Metode serta tahapan penghitungan IPM mengacu kepada metode penghitungan yang
digunakan oleh BPS Republik Indonesia. Disamping itu, untuk memperkaya informasi,
digunakan juga berbagai indikator makro sosial ekonomi hasil publikasi dari berbagai
sumber data.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk menilai perkembangan
pembangunan manusia secara berkelanjutan melalui satu set indikator komposit yang
representatif. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga komponen yang
dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk
menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan
(knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka
harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah
penduduk usia 25 tahun keatas; serta hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita
yang didasarkan pada purchasing power parity (paritas daya beli dalam rupiah).

Perkembangan metodologi penghitungan IPM dari masa ke masa dinilai cukup
dinamis. Sejak launching pada tahun 1990 metodologi penghitungan IPM telah
beberapa kali mengalami penyempurnaan penghitungan. Pada tahun 2010 UNDP
melakukan perubahan penghitungan kembali terkait indikator dan metode. Sehingga
pada tahun 2016 dalam penghitungan IPM di Indonesia terjadi beberapa perubahan
mendasar pula.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar atas makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluarannya. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.



Penurunan Angka kemiskinan masih merupakan isu utama dalam pembangunan
sosial ekonomi di Kabupaten Cianjur. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan untuk
menurunkan Angka kemiskinan vyaitu dengan menyediakan kebutuhan pangan,
kesehatan, Pendidikan, Perluasan lapangan Kerja, Pembangunan Bidang Pertanian dan
Infrastruktur. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Penduduk miskin di Kabupaten Cianjur secara total menunjukkan penurunan
selama periode 2010-2017 (keadaan bulan Maret). Tahun 2010, jumlah penduduk miskin
sebesar 311.000 jiwa atau 14,32 persen dari jumlah seluruh penduduk Cianjur.
Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada Maret tahun 2018
jumlah penduduk miskin sudah berkurang menjadi 221.580 jiwa atau 9,81 persen dari
jumlah penduduk.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk
miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Cianjur mengalami
peningkatan setiap tahun selama periode 2010-2018,tahun 2010 sebesar Rp 202.438
dan di tahun 2018 sebesar Rp 340.882.

Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Cianjur sejak tahun 2013
hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku
pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 23,78 trilyun dan meningkat hingga Rp 38,55 trilyun
di tahun 2017. Begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami
peningkatan hingga sebesar Rp 28,52 trilyun di tahun 2017, pertumbuhan ini meskipun
tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik.

Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Cianjur sejak tahun 2013
hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku
pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 23,78 trilyun dan meningkat hingga Rp 38,55 trilyun
di tahun 2017. Begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami
peningkatan hingga sebesar Rp 28,52 trilyun di tahun 2017, pertumbuhan ini meskipun
tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik. Dan nilai PDRB kabupaten Cianjur di bagi
dengan jumlah penduduk kabupaten Cianjur makan pendapatan per kapita Kabupaten
Cianjur adalah 12.638.544,29 Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Ketimpangan
Pendapatan (Ratio Gini) Nilai Ratio Gini kabupaten Cianjur cukup tinggi disbanding
daerah lain di Provinsi Jawa Barat mencapai 0, 30.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Proses pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 yang juga
diikuti oleh Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan Bupati dan
Wakil Bupati baru masa jabatan 2016 sampai 2021. Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
2016-2021 yaitu Bapak H. Irvan Rivano Muchtar dan Bapak H. Herman Suherman
dilantik pada tanggal 18 Mei 2016 dengan mengusung visi Cianjur Lebih Maju dan
Agamis. Sejak pelantikan bupati dan wakil bupati, maka proses penyusunan
RPJMD Kabupaten Cianjur dimulai dan ditetapkan dengan Perda paling lama 6
(enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sesuai amanat Pasal 264 ayat
(4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

a. Visi dan Misi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur
2016-2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Visi : A Cianjur Lebih
Maju dan Agamiso



b.

C.

Dari rumusan visi tersebut terkandung makna yang diharapkan pada akhir
tahun perencanaan pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A Lebih Maju . adalah Pembanguna akan terus di tringkatkan denganj
semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam
penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang
pemerintahan, maupun dalam bidang infrastruktur, pendidikan , keasehatan,
dan ekonomi  sebagai upaya mensejahtrakan masyarakat  secara
berkelanjutan.

f Agamis : mengandung makna sebagai pembangunan manusia yang
diselenggarakan  berlandaskan nilai-nilai  akhlakul  karimah  sebagai
penunjangutama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, akan
diwujudkan melalui tiga misi. Adapun misi tersebut adalah:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan ber wawasan
lingkungan;
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan,;
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Penetapan visi dan misiKabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan kedalam
tujuan dan sasaran yang sistematis melalui beberapa pendekatan perencanaan
pembangunan dan melibatkan berbagai pihak. Perwujudan visi dan misi serta
pencapaian target sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh caraatau upaya yang
diambil/dipilih oleh pemerintah daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana pemerintah KabupatenCianjur mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.Strategi merupakan langkah-langkah yang
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya.

Program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati pada waktu kampanye
disebut SAPTA CITA. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran misi yang meliputi:

Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Ekonomi

Peningkatan Sosial Keagamaan

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan

Peningkatan Kesehatan

Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

T 0 I > D

Prioritas Daerah

Prioritas daera memuat hubungan urusan pemerintah dengan perangkat
daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada
bagian ini, disajikan program pembangunan Kabupaten Cianjur selama 5 (lima) tahun
berdasarkan urusan dari masing-masing perangkat daerah. Suatu urusan menjadi
strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi
pencapaiannya. Selain itu, prioritas pembangunan juga sangat mempengaruhi. Dalam
hal suatu urusan atau program/kegiatandidalamnya menjadi strategis maka
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya
dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan
terlebih dahulu.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang
dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan
kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek
strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar
setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi
oleh visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Artinya, suatu prioritas pada



beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih,
tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Il . URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
A.. Urusan Konkuren.

1. Ringkasan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
Hasil dari pelaksanaan kegiatan urusan urusan wajib pelayanan dasar
pendidikan antara lain ditandai dengan adanya: peningkatan Angka Partisipasi
Kasar (APK) PAUD dari 56% pada tahun 2018 menjadi 59% pada tahun 2019,
APK SD/MI dari 99,36% pada tahun 2018 menjadi 99,57% pada tahun 2019,
APK SMP/MTs dari 98,40 pada tahun 2018 menjadi 98,66 pada tahun 2019 dan
hasil capaian Dana bantuan operasional sekolah dengan rincian Dana BOS SD
187.092.629.654 Jumlah Sekolah SD 1256 Jumlah Siswa SD 313.341, Dana
BOS SMP 65.618.580.443 dengan rincian jumlah sekolah SMP 331 jumlah siswa
SMP 99.012.

b. Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Target| Capaian

NO Jenis Pelayanan /Indikator Tahun| Tahun
2019 2019

1 | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan 45277 45.277
antenatal sesuai standar

2 | Setiap ibu bersalin mendapatkan| 46.491| 46.491
pelayanan persalinan sesuai standar

3 |Setiap bayi baru lahir mendapatkan 41.161| 41.161
pelayanan kesehatan sesuai standar

4 | Setiap balita mendapatkan pelayanan 16.4594| 16.4594
kesehatan sesuai standar

5 | Setiap anak pada usia pendidikan dasar 132.479| 132.479
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar

6 | Setiap warga Negara Indonesia usia 15 219.450[ 219.450

s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan
sesuai standar _
7 |Setiap warga Negara Indonesia usia 60 228.477| 228.477
tahun ke atas mendapat skrining
kesehatan sesuai standar

8 | Setiap penderita hipertensi mendapatkan 146.150| 146.150
pelayanan sesuai standar

9 | SetiappenderitaDiabetesMelitus mendapatkan 12.100] 12.100
pelayanan kesehatan sesuai standar

10 |[Setiap orang dengan gangguan jiwa ( 667 667
ODGJ ) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

11 | Setiap orang dengan TB mendapatkan 3.598 3.598
pelayanan TB sesuai standar

12 | Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, 52.751| 52.751
pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,

pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan
HIV sesuai standar
13 | Setiap orang di satuan pendidikan dasar 75%| 75.50%
mendapatkan pelayanan hygiene sanitasi
sesuai standar




c. Urusan Pekerjan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

X

Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar dengan indikator

kinerja panjang jalan kabupaten yang meningkat kapasitasnya terealisasi

138,97%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar,
tersedianya dokumen perencanaan jalan, jembatan dan trotoar sebanyak
9 dokumen atau mencapai 100%

A Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar, panjang jalan
yang ditingkatkan sepanjang 71,96 km atau mencapai 100%, jumlah
jembatan yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 2 bh atau mencapai
100%

A Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jumlah pengadaan mesin
gilas sebanyak 2 unit atau mencapai 100% dan jumlah pengadaan alat
laboratorium unit sebanyak 2 unit atau mencapai 100%

A Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), panjang jalan
yang ditingkatkan sepanjang 13,15 km atau mencapai 100%

A Pembangunan/Peningkatan,Jalan dan Jembatan dalam Rangka
Pengembangan Wilayah, panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 4,26
km atau mencapai 100%

A Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Infrastruktur, jumlah
laporan hasil monev sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%

A Peningkatan infrastruktur Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2019),
panjang jalan yang ditingkatkan 10,80 km atau mencapai 100 %

A Peningkatan, Penanganan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Cianjur
(Banprov 2019), panjang jalan yang ditingkatkan 1 km atau mencapai
100 %

A Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Cianjur
(Banprov 2019) Jumlah Jembatan yang ditingkatkan 2 bh atau mencapai
100%

A Penanganan Infrastruktur Jalan Dalam Menunjang Pengembangan
Wilayah di Kabupaten Cianjur ( Banprov 2019 ) panjang jalan yang
ditingkatkan 8,53 km atau mencapai 100 %

A Penanganan Infrastruktur Jalan Dalam Menunjang Pengembangan
Wilayah (Kec. Kadupandak, Karangtengah, Leles,Naringgul, Pagelaran)
di Kabupaten Cianjur (Banprov 2019) panjang jalan yang ditingkatkan
2,37 km atau mencapai 100 %

A Penanganan Infrastruktur Jalan Dalam Menunjang Pengembangan
Wilayah Selatan dan Utara di Kabupaten Cianjur (Banprov 2019) panjang
jalan yang ditingkatkan 1,01 km atau mencapai 100 %

A Peningkatan Infrastruktur Jalan Penunjang Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten Cianjur (Banprov 2019) panjang jalan yang ditingkatkan 15,04
km atau mencapai 100 %

A Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah
Utara di Kabupaten Cianjur (Banprov 2019) panjang jalan yang
ditingkatkan 3,02 km atau mencapai 100 %

A Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Strategis Kabupaten
Cianjur (Banprov 2019 ) panjang jalan yang ditingkatkan 8,66 km atau
mencapai 100 %

A Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Rangka
Pengembangan Wilayah (L), terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 2
paket atau mencapai 100 %

A Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)(L),
terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 2 paket atau mencapai 100
%

A Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur
(Banprov 2018 ) ( L), terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 13 paket
atau mencapai paket 100 %

A Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2018 )(L),
terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 116 paket atau mencapai
98,31 %

A Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L), terbayarnya
retensi kepada penyedia jasa 15 paket atau mencapai 100 %



A Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)(L),
terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 1 paket atau mencapai paket
100 %

A Pembangunan Trotoar JL.KH.Abdullah Bin Nuh Kab.Cianjur (Banprov
2019), panjang jalan yang ditingkatkan 2 km atau mencapai 100 %

A Pembangunan/Peningkatan,Jalan Jembatan dan Trotoar ( L ),
terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 39 paket atau mencapai paket
82,98 %

A Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan Kabupaten Cianjur
(Banprov 2018)( L ), terbayarnya retensi kepada penyedia jasa 1 paket
atau mencapai paket 60 %

A Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan Paldua - Gunung Padang)
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)( L ), terbayarnya retensi kepada
penyedia jasa 2 paket atau mencapai paket 100 %

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran

Drainase/ Gorong-gorong dengan indikator kinerja panjang jalan mantap

kabupaten yang terjaga kondisinya terealisasi 134,64%. Adapun capaian

kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1 Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan,
Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong, tersedianya dokumen
perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran
drainase/gorong-gorong sebanyak 3 dokumen atau mencapai 100%

1 Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan  Periodik Jalan, Jembatan,
Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong Panjang jalan yang
direhabilitasi/dipelihara secara periodik 60,73 km atau mencapai 100%,
jumlah jembatan yang direhabilitasi dipelihara secara periodik 2 buah
atau mencapai 100%, panjang trotoar yang direhabilitasi/dipelihara
secara pereodik 10,53 km atau mencapai 100%

1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, panjang jalan
yang dipelihara secara rutin sepanjang 230,55 km atau mencapai 100%

1 Rehabilitasi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja
Pemerintah Daerah, penanganan jalan dalam rangka peningkatan kinerja
pemerintah daerah sepanjang 8,49 km atau mencapai 100%,
penanganan jembatan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah
daerah sebanyak 6 bh atau mencapai 100%

1 Rehabilitasi/Pemelinaraan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan
Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jumlah alat
berat yang dipelihara 8 jenis atau mencapai 100%, jumlah pemeliharaan
alat-alat ukur dan bahan laboratorium sebanyak 2 jenis atau mencapai
100% jumlah bahan bakar minyak dan pelumas yang dibeli 3 jenis atau
mencapai 100%

1 Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan
Kinerja Pemerintah Daerah( L ), terbayarnya retensi kepada penyedia
jasa sebanyak 4 paket atau mencapai 100 %

1 Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan,
Trotoar,Saluran Drainase Gorong-gorong ( L ), terbayarnya retensi
kepada penyedia jasa sebanyak 72 paket atau mencapai 100 %

Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang

dengan indikator kinerja 1). persentase database, informasi dan bahan

kebijakan di bidang pekerjaan umum yang dihasilkan teralisasi 100% 2).

Persentase pembinaan SDm bidang konstruksi terealisasi 100%. Adapun

capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, tersedianya data daftar harga satuan pekerjaan
sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% dan tersedianya data survey
kepuasan masyarakat sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%

1 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan
Penataan Ruang, jumlah dokumen informasi perkembangan kondisi ruas
jalan jembatan dan peta jaringan jalan kabupaten sebanyak 2 dokumen
atau mencapai 100% dan jumlah aplikasi system informasi dan database
sebanyak 1 aplikasi atau mencapai 100%

1 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, jumlah SDM yang dibina sebanyak 80 orang atau mencapai
100%



9 Penyusunan Database Dan Informasi Sumber Daya Air, jumlah database
dan informasi sistem irigasi yang diupdate sebanyak 1 dokumen atau
mencapai 100%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lIrigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya terealisasi 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan

sebagai berikut:

0 Perencanaan Teknis Jaringan lIrigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan
Sumber Daya Air Lainnya, jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi,
sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya sebanyak 4 dokumen
atau mencapai 100%

o0 Optimalisasi Fungsi Jaringan lIrigasi Yang Telah Dibangun, jumlah areal
irigasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya seluas 7.939 ha
atau mencapai 100%

0 Rehabilitasi Sungai, jumlah sungai yang ditangani sebanyak 4 lokasi atau
mencapai 100%

0 Pembangunan / Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung dan Sumberdaya Air
Lainnya Embung yang dibangun sebanyak 1 lokasi atau mencapai 100%

0 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK), jumlah daerah irigasi
yang direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 2 D.l atau mencapai 100%

o0 Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Situ/
Rawa / Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang
Produktivitas Pertanian, jumlah daerah irigasi yangditangani sebanyak 23
DI atau mencapai 100% dan jumlah embung yang dibangun 1 lokasi atau
mencapai 100%

0 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, jumlah daerah
irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 8 D.l atau mencapai
100%

0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Cianjur dan Campaka ( Banprov
2019 ), jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi sebanyak 25 D.| atau
mencapai 100%

o Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Campaka ( Banprov 2019 ), jumlah
daerah irigasi yang direhabilitasi sebanyak 15 D.l atau mencapai 100%

0 Penanganan Talud / Tanggul Desa Kertajadi dan Desa Cidamar
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur ( Banprov 2019 ), jumlah sungai
yang ditangani sebanyak 2 lokasi atau mencapai 100%

0 Rehabilitasi Sungai ( L ), terbayarnya retensi kepada penyedia jasa
sebanyak 1 paket atau mencapai 100 %.

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dengan

indikator kinerja persentase dokumen penataan ruang yang dihasillkan

teralisasi 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai
berikut:

A Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR, jumlah dokumen
bahan usulan raperda RDTR sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%

A Pengawasan Tata Bangunan, jumlah laporan pengawasan bangunan
sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%

A Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
(KLHS), jumlah RDTR pusat kegiatan yang disusun sebanyak 2 dokumen
atau mencapai 100%

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dengan indikator kinerja

jumlah bangunan gedung pemerintah dan non gedung yang meningkat

kualitasnya teralisasi 104,35%. Adapun capaian kinerja masing-masing
kegiatan sebagai berikut :

i Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Renovasi Rehabilitasi/
Pemeliharan Gedung, tersusunnya dokumen perencanaan teknis
pembanguna/ peningkatan/ renovasi/ rehabilitasi/ pemeliharaan gedung
sebanyak 25 dokumen atau mencapai 100%

1 Pembangunan/ Peningkatan Gedung, jumlah bangunan dan gedung yang
dibangun sebanyak 13 unit atau mencapai 100%

1 Renovasi / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung,jumlah bangunan dan
gedung yang direhabilitasi/ dipelihara sebanyak 9 unit atau mencapai
100%

1 Pengendalian Keandalan Bangunan, jumlah dokumen eandalan
bangunan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%



d.

Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur, jumlah Gedung
yang dibangun sebanyak 1 unit atau mencapai 100%

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/
Pemeliharan Gedung (L), terbayarnya retensi kepada penyedia jasa
sebanyak 6 paket atau mencapai 100%

Pembangunan Peningkatan Gedung(-L), terbayarnya retensi kepada
penyedia jasa sebanyak 34 paket atau mencapai 100%

Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung (L), terbayarnya retensi
kepada penyedia jasa sebanyak 2 paket atau mencapai 100%
Pembangunan Gedung Kejaksanaan Kabupaten Cianjur (L), terbayarnya
retensi kepada penyedia jasa sebanyak 1 paket atau mencapai 100%

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

CAPAIAN
TARGET
NO PROGRAM/KEGIATAN SETELAH EEES'A‘LISGAEI'\‘ FISIK AﬁgXN
PERUBAHAN
(%) (%)

| gggfféxNLg\‘EGRKUUafﬁANN 61.845.000.000,00 |58.676.837.002,00| 100,00 94,88

1 Eﬁﬁnhgg’;ffo?;‘“r’]asan 2.655.000.000,00 | 2.520.598.672,00| 100,00 94,94
Pembangunan Prasarana

2 | dan Sarana Umum ( PSU) 21.195.000.000,00 [20.188.431.143,00 | 100,00 95,25
Perumahan
Penataan Lingkungan

3 | Permukiman Penduduk 3.450.000.000,00 | 3-265.619.353,001 45 94,66
Perdesaan

4 Pembangunan Jembatan 100.00 88.40
Gantung / Jembatan Plat 1.975.000.000,00 | 1.745.893.485,00 , ,
Penataan Lingkungan
Permukiman dalam Rangka 3.570.000.000,00 | 3.433.626.487,00

S Peningkatan Kinerja ' ' 100,00 96,18
Pemerintah Daerah
Pembangunan Jalan _
Wilayah | (Banprov 2019)
PROGRAM

Il | PENGELOLAAN AREAL 550.000.000,00| ©201-600-005.00 f 100,00 91,20
PEMAKAMAN
Pengelolaan Areal ,

1 | permakaman 88.700.000,00 65.968.000,00 | 100.00 74,37

2 Eg”ma;ﬁgglﬁmﬁm 461.300.000,00| 435.632.005,00| 100,00 94,44
PROGRAM

i | PENGELOLAAN RUANG 4.875.208.000,00 [ 4.659.014.443,00| . 4, 95,57
TERBUKA HIJAU

1 | Penataan RTH 3.988.278.000,00| 3.791.232.002,00| 100,00 95,06

2 | Pemeliharaan RTH 886.930.000,00 867.782°.441,00| 100,00 97,84
PROGRAM PENYEDIAAN

VI | DAN PENGELOLAAN AIR 1.878.023.000,00| 1.665.701.714,00f 4, 54 88,69
BAKU
Pembangunan Prasarana

1 | Pengambilan dan Saluran 1.878.023.000,00| 1.665.701.714,00f 5 54 88,69
Pembawa
PROGRAM
PENGEMBANGAN

Vv | KINERJA AIR MINUM, 20.997.753.000,00] 19-116.102.104,00 444 o9 91,13
SANITASI DAN AIR
LIMBAH

1 | Pengelolaan Pamsimas 1.107.793.000,00f 1.079.973.000,00 100,00 97,49
Pembangunan Sarana dan

2 | Prasarana Air Minum ( DAK) 3.819.960.000,00 3.018.932.425,001 4, o 79,03




e.

Pembangunan Sarana MCK 5.750.000.000,00] 5.387.057.114,00| 100,00 95,00

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Minum 2.800.000.000,00| 2:135.261.265,00 100,00 76,26
(Penugasan)( DAK)

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi Komunal 7.500.000.000,00 7.494.878.300,00 100,00 99,93
(DAK)

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

|l

Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah,

Realisasi Anggaran Rp. 1.172.372.200 atau 99.95%

1 Operasi Kamtibmas, dengan realisasi anggaran Rp. 412.909.200 atau
99.98%.

1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Patroli Gangguan
Ketentraman dengan realisasi anggaran Rp. 659.683.000 atau 99,96%.

9 Gelar Pasukan Pol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat dengan
realisasi anggaran Rp. 49.814.000 atau 99.63%.

1 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar dengan realisasi
anggaran Rp. 49.966.000 atau 99,93%.

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan realisasi anggaran

Rp. 1.478.703.000 atau 100%.

9 Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam dan Pembinaan Anggota

Linmas dengan realisasi anggaran Rp. 347.703.000 atau
99,39%.

1 (Pengamanan Wilayah Pemilhan Umum Legislatif dan Presiden
(Banprov 2019) dengan realisasi anggaran Rp. 1.131.000.000

atau 100%.

Program Penanggulangan Kebakaran dengan realisasi anggaran

Rp. 2.399.665.000 atau 98,60%.

1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran dengan
realisasi anggaran Rp. 931.671.000 atau 99.78%.

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran dengan
realisasi anggaran Rp. 99.970.000 atau 99,97%

1 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, dengan realisasi anggaran Rp.
1.368.024.000 atau 97,72%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

1
1
T

1

1
1

Tertanggulanginya masyarakat korban bencana alam pada 122 kejadian
bencana alam di Kabupaten Cianjur.

Terbentuknya 1800 relawan tangguh bencana (RETANA) di 360 Desa dan
32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur.

Pemasangan Rambu-rambu Peringatan longsor dan banjir dipasang pada
tempat 1 tempat yang memiliki risiko bencana hidrologi terutama bencana
Banjir dan longsor atau Pergerakan tanah dengan jumlah Rambu
Peringatan bentuk tulisan ukuran 120 x 160 cm 5 buah, Rambu Peringatan
dan Papan Tambahan (60 x 60) Banjir sebanyak 10 buah, Rambu
Peringatan dan Papan Tambahan Longsor (60 x 60) Kanan dan Kiri 40
buah.

Tersusunnya dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana
(JITUPASNA).

Terbentuknya 1 desa tangguh bencana.

Terbentuknya 20 sekolah aman bencana

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 3.240.418.500,00 atau sebesar 95,27%. Adapun rincian
realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

(0]

(0]

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 230.123.000,- atau sebesar 98,55%.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 219.369.000,- atau sebesar 93,75%.



Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 469.892.000,- atau sebesar 98,92%

Siaga Penanggulangan Bencana Alam dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 923.769.500,- atau sebesar 95,23%.

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dengan realisasi
anggaran sebesar RP. 244.583.000,- atau sebesar 97,83%.
Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana dengan
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100%
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana dengan
sebesar Rp. 550.286.000,- atau sebesar 94,23%.
Pelatihan Penilaian Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 552.396.000,- atau sebesar 91,33%.

realisasi

realisasi anggaran

f. Urusan Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Kabupaten Cianjur untuk Bidang Sosial tahun

2019 adalah sebagai berikut :

A Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya Sebanyak 83 orang dari target sebanyak 200 orang
(42%)

Presentase Anak Terlantar (AT ) di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya sebanyak 220 orang dari target sebanyak 220 orang (100%)
Presentase Lanjut Usia ( LU) Terlantar di Luar panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya sebanyak 250 orang dari target 250 orang (100%)
Presentase Gelandangan pengemis ( Gepeng ) di luar panti yang terpenubhi
kebutuhan dasarnya sebanyak 31 orang dari target sebanyak 31 orang (62%)
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sebanyak 140
orang dari jumlah korban bencana sebanyak 341 orang (41%)

g. Urusan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Indikator/Tolok

No Ukur

Program/Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

1 [Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
11

Kegiatan

Kasus

Industrial

Negeri Bermasalah

Penanganan
Hubungan
dan TKI Luar

Input

65.600.000 65.505.000 | 99,86

Dana

Output

Dumlah
Penanganan TKI
Luar Negeri
Bermasalah

10 Orang 30 Orang| 300

[Outcome

[Tertanganinya TKI
Luar Negeri
pbermaslaah

10 Orang 30 Orang| 300

Input

Dana 55.910.000 55.910.000| 100
Output
Dumlah
Hubungan

Industrial

Kasus 15 Kasus 21 Kasus| 140

antara

Kegiatan

Kasus

Industrial

[dan Pengusaha

1.2

Penyelesaian
Hubungan
Antara Buruh

pekerja/buruh
dengan
pengusaha
ditangani

yang

Outcome
[Tertanganinya
Kasus Hubungan
Industrial antara
pekerja/buruh
dengan

pengusaha

15 Kasus

21 Kasusu

140




1.3

Sosialisasi Prosedur
Pencegahan
Perselisihan

Industrial

Hubungan

Input
Dana

Output

PDumlah

Perusahaan yang
dibina dalam hal
Perselisihan

Hubungan
Industrial

lOutcome
[Terbinanya
Perusahaan
dalam
Perselisihan
Hubungan
Industrial

hal

44.420.000

100
Perusahaan

100
Perusahaan

44.420.000

100
Perusahaan

100
Perusahaan

100

100

100

1.4

\Verifikasi Serikat

Pekerja/Serikat Buruh

Input
Dana

Output

alidasi
Iserikat
pekerja/serikat
buruh

data

lOutcome

[Serikat Pekerja /
[Serikat Buruh
yang tervalidasi

20.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1.5

Perumusan
Minimum
dan

Kegiatan
UMK (Upah
Kabupaten)

[Pembinaan Teknis
Ketenagakerjaan Bidang
Persyaratan Kerja dan

K3

Input

Dana

Output

Jumlah
Perumusan

Dokumen
UMK

[Tahun 2020

Pumlah

Perusahaan yang
dibina dalam hal
persyaratan kerja

lOutcome

PJumlah Dokumen
UMK Tahun 2019

yang tersedia dan
Pumlah

perusahaan yang
Imeningkat dalam
hal persyaratan
kerja

177.566.000

1 Dokumen

75
Perusahaan

1 Dokumen

75
Perusahaan

164.731.000

1 Dokumen

75
Perusahaan

1 Dokumen

75
Perusahaan

92,77

100

100

100

100

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyediaan
Lapangan Kerja
Formal/Informal) dan
Pelatihan Kerja

bursa

jumlah

valuasi lowongan
an penempatan
kerja

umlah kelompok
Imasyarakat yang

iberdayakan

elalui
[pengembangan

610.068.000

2 Kali

1 Sistem/
dokumen

5 Kelompok

607.193.000

2 Kali

1 Sistem/
Dokumen

5 Kelompok

99,53

100

100

100




perluasan kerja

[Outcome

Dumlah 2 Kali 2 Kali| 100
penyelenggaraan

pameran

kesempatan kerja 1 Sistem / 1 Sistem/| 100
Job Fair) 1 Dokumen 1 Dokumen
Dumlah system

informasi bursa

kerja dan layanan
ketenagakerjaan

secara Online
yang terpelihara |5 Kelompok 5 Kelompok | 100
serta

Dumlah dokumen
monitoring

evaluasi lowongan
dan penempatan
fenaga kerja

(TKITKA)

Jumlah  kelompok
masyarakat yang
diberdayakan
melalui
pengembangan
perluasan kerja

Input
Dana 283.242.500| 281.435.000 | 99,36
Output
Jumlah masyarakat
Pelatihan Keterampilan <a”9""?‘tar.‘ kerja) 60 Orang 60 Orang 100
2.2 Kejuruan bagi Pencari | Y39 diberi pelatihan
eria Outcome 60 Orang 60 Orang 100
Jumlah masyarakat
|@ngkatan kerja) yang
Diberi pelatihan
Input
Dana 49.605.000 35.297.000| 71,16
Output
Jumlah 40 LPK 40 LPK | 100
manajemen LPK
. . yang dibina teknis
b3 ESE‘b'”aa” Manajemen pelatihan kerja 40 LPK 40LPK| 100
Outcome
Jumlah
manajemen LPK
yang dibina teknis
pelatihan kerja
Input
Dana 208.446.500| 185.058.100 | 88,78
Output
100
Jumlah  pencari | Orang 100 Orang | 100
kerja yang dilatih
Pemagangan Dalam dan dimagang 100
2.4 Negeri I(()erjakan Orang 100 Orang
utcome
Jumlah  pencari
kerja yang dilatih
dan dimagang
kerjakan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

T

1
1

Persentase cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak tercapai 100 %, dari 29 kasus yang melapor ditangani seluruhnya.
Pemberdayaan Perempuan, Jumlah kegiatan PPRG yang dilaksanakan
Perlindungan Perempuan dan Anak, Jumlah pembinaan Forum Anak Tk.
Kecamatan dan Desa sebanyak 4 kali atau mencapai 100% dan jumlah



Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Dan

Anak 11 kali atau mencapai 100%.

i. Urusan Pangan

Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

X Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Indikator Kinerja (1)
Angka Ketersediaan Pangan (kkal’kap) , (2) Capaian Stabilitas Harga
Pangan Pokok

X Strategis (%), (3) Angka Konsumsi Pangan (kkal/kap). Adapun capaian
kinerja masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

(0]

(0]
(0]

(0]

Analisis Ketersediaan dan Kerawangan Pangan memiliki capaian
kinerja 100 %;

Pengembangan Desa Mandiri Pangan memilik capaian kinerja 99,99 % ;
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan memiliki capaian
kinerja 99,22 %;

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat memiliki capaian kinerja
100 %.

j. Urusan Pertanahan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

CAPAIAN
NO PROGRAM/KEGIATAN FISIK| KEUANGAN
(%) (%)
I PROGRAM ADMINISTRASI PERTANAHAN 80,00 75,15
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
1 Sekabupaten Cianjur 80 75,05
2 | Penyelesaian Masalah Pertanahan 100 86,94
K. Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
No Sasaran Indikator Kinerja| Target | Realisasi
1 2 3 4 5
1 Persentase sungai

Meningkatnya Kualitas | dengan status baik 25% 8,33%
Air

Terpeliharanya Kualitas 98_‘3‘1"80 90I—3a|1(00
Udara Baku Mutu ( ) [( )

Kualitas Udara

Meningkatnya
penanganan sampah Persentase
penangan sampah 15,24 16,44




[. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Penataan Administrasi Kependudukan 8.506.312.000| 8.344.321.029| 98,1

Pelayanan publik pembuatan
Kartu Keluarga

1. 300.000.000] 299.082.274 99,69
Peningkatan pelayanan publik

2. | dalam pembuatan Akta Catatan 300.000.000] 275.331.800, 91,78
Sipil

3. | Peningkatan Pelayanan Publik 1.800.000.000| 1.773.472.600| 98,53

Pembuatan KTP-EL

Pengembangan dan pemeliharaan
4. | sistem infomasi administrasi 225.000.000] 203.508.612 90.45
kependudukan (SIAK)

Pengembangan sistem
5. | administrasi kependudukan (SAK) | 5.681.312.000| 5.598.405.843 98.54
terpadu (DAK Non Fisik)

Inovasi pelayanan dan survey
6. | indeks kepauasan masyarakat 150.000.000| 146.151.900| 97.43
dalam pelayanan kependudukan

Peningkatan pelayanan publik

penerbitan akta kematian 50.000.000 48.368.000 96,74

m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Capaian Kkinerja program vyaitu persentase pemerintahan desa &
lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan
sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi perdesaan sebesar
100% sebagaimana target yang ditetapkan.

Pengembangan Ekonomi dan Produk Unggulan Desa Jumlah desa yang
mengikuti pembinaan pemberdayaan SDA sebanyak 64 desa tercapai
100%, Jumlah Posyantek dan Inovasi TTG yang dibina sebanyak 32
unit/po syantek tercapai 100%, dan Jumlah desa yang mengikuti
pembinaan pengembangan ekonomi 64 desa juga tercapai 100%.
Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas

di Jawa Barat (Banprov 2019)

Jumlah Kajian Teknis Pemetaan Lahan Potensi Hutan Rakyat sebanyak
1 paket tercapai 100%, Jumlah Bahan Penunjang Penataan awal Agro
Foresty sebanyak 1 paket tercapai 100%, Jumlah Pengadaan Bibit
Tanaman sebanyak 1 paket tercapai 100% dan Jasa Pendampingan
Pengelolaan Agro Foresty sebanyak 1 paket juga tercapai 100%

x Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja program vyaitu persentase desa yang melaksanakan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan
keuangan desa sebesar 100% sebagaimana target yang ditetapkan.
Selanjutnya persentase kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga
keamsyarkatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan tercapai sebesar 100% sebagaimana
target yang telah ditentukan.

T

Integrasi Pembangunan Desa

Jumlah Desa yang terlibat dalam pembinaan asset desa sebanyak 64 desa
tercapai 100%, Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan dan
penyusunan APBDes sebanyak 354 desa tercapai 100% dan Jumlah
Pendukung kegiatan sarana prasarana dalam desa melalui 2 sub kegiatan
pun tercapai 100%.

Cianjur Ngawangun Lembur

Jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan Cianjur Ngawangun Lembur
sebanyak 100 desa tercapai 100%.



0.

A Penataan Pemerintahan dan Lembaga kemasyarakatan Desa
Jumlah peserta peningkatan kapasitas pemerintahan desa sebanyak 248
desa tercapai 100%, Jumlah pendukung pembinaan, penetapan dan
pengelolaan otonomi desa sebanyak 3 sub kegiatan tercapai 100% dan
Jumlah Desa yang terbina dalam lembaga masyarakat desa sebanyak 32
desa tercapai pula sebesar 100%.

A Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa
Jumlah bahan baku pemeliharaan jalan sebanyak 1 paket juga bahan
perlengkapan penunjang pendidikan, ibadah dan olahraga sebanyak 3
paket. Semuanya tercapai 100%

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana tahun 2019 adalah angka kelahiran total (Total Fertility
Rate/TFR) sekitar 2.52; pada tahun 2019 diperoleh dengan dipertahankannya
tingkat kesertaan ber-KB pada kisaran 72,43% pada akhir tahun.

Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
x  Program Peningkatan pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas
dengan indikator kinerja (1) persentase upaya perwujudan ketertiban lalu
lintas dengan capaian 100%, (2) Terinventarisasinya angkutan umum
dengan capaian 100%, dan (3) Presentase titik parkir yang terkelola
dengan baik dengan capaian 100%. Adapun capaian pada masing-
masing kegiatan adalah sebagai berikut:
1 Pengendalian manajemen rekayasa lalu lintas, dengan capaian 3
rekayasa yang dilaksanakan atau tercapai 100%.
T Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran, dengan capaian 320
orang petugas parkir yang bertugas serta jumlah rambu informasi tarif
parkir yang tersedia sebanyak 7 buah sehingga tercapai 100%.
T Pengelolaan angkutan, dengan capaian jumlah kendaraan yang
terinventarisasi sebanyak 2.000 kendaraan serta jenis barang cetakan
penunjang pengelolaan angkutan sebanyak 10 jenis sehingga tercapai
100%.
T Aksi keselamatan lalu lintas, dengan capaian jumlah aksi yang
dilaksanakan sebanyak 1 kali atau mencapai 100%.
x  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
dengan indikator kinerja persentase kendaraan umum/barang laik jalan di
Kabupaten Cianjur yang realisasi mencapai 100%. Adapun rincian
capaian kegiatan adalah sebagai berikut:
0 Pengelolaan pengujian dan pengadaan barang kelengkapan
pengujian kendaraan bermotor, dengan capaian jumlah kendaraan
wajib uji yang diuji sebanyak 26.156 kendaraan dari target 28.000
atau mencapai 93,41%.

o0 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan
fasilitas perhubungan dengan indikator kinerja (1) Persentase sarana
dan prasarana perhubungan dengan capaian 69,45%

x  Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan dengan capaian
104,20%. Adapun rincian capaian kegiatan adalah sebagai berikut :

A Pembangunan terminal tipe C, dengan capaian jumlah terminal tipe
C yang terbangun sebanyak 1 terminal atau mencapai 100%.

A Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan, dengan capaian jenis
fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia sebanyak 4 jenis atau
mencapai 100%.

A Pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (pju),
dengan capaian jumlah titik pju yang terpasang sebanyak 500 buah
atau mencapai 100%.

A Pemeliharaan shelter/halte, dengan capaian jumlah shelter/halte
yang terpelihara sebanyak 5 buah dari target 6 buah atau mencapai
83,33%.



p.

q.

r.

S.

u.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100%

A Pengelolaan RSPD, Mendistribusikan informasi penyelenggaraan
pemerintah melalui siaran radio dengan 6 acara untuk mencapai 100 %.

A Desiminasi Informasi dan Kemitraan Dengan Media Massa, 6 Target
kegiatan Diseminasi dan distribusi informasi yang di sebar dan bermitra
dengan 4 media massa juga mengguanaka 4 Media elektronik untuk
dokumentasi dan penyebaran informasi publik untuk mencapai 100 %.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

T Indikator Kinerja Utama Persentase Wirausaha yang bertambah
kemampuannya dengan target 2,70% dengan Realisasi 2,70 atau 100 %;

T Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi yang direvitalisasi dengan
target 36,75% dengan Realisasi 36,75% atau 100 %.

Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi, dan Pelayanan
Perizinan mencapai Rp. 1.450.607.740,00 atau pencapaian target sebesar
93,26% (Sembilan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Enam) persen dari anggaran
yang direncanakan sebesar Rp. 1.555.374.300,00

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga tercapai sebesar Rp.
4.441.004.314,00 atau 95,48 persen dari target anggaran yang direncanakan
sebesar Rp. 4.651.226.278,00

Urusan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatiak, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur

C. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program Penyediaan Data dan Statistik 100%

f Pengambangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur, membuat dokumen
cianjur satu data dan upgrading aplikasi satu data kabupaten Cianjur untuk
mencapai 100 %.

T Penyusunan Data Indikator makro, membuat dokumen data indicator
makro kabupaten Cianjur untuk mencapai 100 %.

Urusan Persandian

D. Dinas Komunikasi, Informatiak, Persandian dan Statistik Kabupaten

Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program Persandian 100%

1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sandi Telekomunikasi
Kabupaten Cianjur, membuat cakupan pemenuhan sarana dan prasarana
sandi dan telekomunikasi Tingkat kematangan I+.

1 Pengelolaan e-Goverment, Jumlah Aplikasi yang dikelola, jumlah jaringan
TIK yang terbangun dan Jumlah Aplikasi TIK yang terintegrasi 2,33.



v. Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupayen Cianjur
E. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

URUSAN WAJIB 81,45%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 91,69%
1. Pasangiri maenpo 100%
2. Helaran seni budaya cianjur 89,20%

Ww. Urusan Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
x  Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan

mencapai 90,47%.

A Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untukMendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar dilaksanakan melalui kegiatan
pelayanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah yang tidak
terjangkau oleh perpustakaan daerah, kunjungan perpustakaan
dilaksanakan di 100 titik kunjungan pada 15 kecamatan capaian
kinerjanya mencapai 96,72%.

A Pengembangan Minat dan Budaya Baca di Daerah dilaksanakan
berupa pembentukan 3 Perpustakaan desa, Pengadaan Pembelajaran
Literasi Berbasis IT yang mencapai 80 Orang Peserta, dan Pengadaan
3 Lomba Berbasis Literasi dan capaiannya mencapai 86,08%.

A Penyediaan Buku, Sarana dan Prasarana Perpustakaan dilaksanakan
berupa kegiatan pengadaan bahan pustaka baik untuk perpustakaan
umum maupun untuk perpustakaan keliling sebanyak 1000 eksemplar
dan sarana prasarana perpustakaan yang dibeli sebanyak 14 jenis
dengan capaian sebesar 88,19%.

A Penyusunan DED Gedung Perpustakaan dilaksanakan menghasilkan 1
dokumen DED sehingga capainya mencapai 100%.

X . Urusan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib
x Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah mencapai

91,21 %.

A Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah
dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan
penyimpanan arsip sebanyak 4 Jenis dan capaiannya mencapai 91,11%.

A Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah dilaksanakan pada 5
OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur serta 1 Jenis
Arsip Sejarah yang dibuat dan capaiannya mencapai 90,48%.

1 Penduplikasian Dokumen/ Arsip Dalam Bentuk Informatika dilaksanakan
sebanyak 100 berkas serta Terselamatkannya Arsip/Dokumen
Perangkagkat Daerah sebanyak 100 berkas dan capaiannya mencapai
90.61%.

f Penyusunan DED Gedung Depo Arsip dilaksanakan menghasilkan 1
dokumen DED sehingga capainya mencapai 100 %.

2. Ringkasan Urusan Pilihan
a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan
Pada tahun 2019 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melaksanakan
Survey Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan inseminasi buatan dan
pelayanan kesehatan. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini , tingkat
kepuasan masyarakat untuk pelayanan Inseminasi Buatan adalah 82,50,
dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu unsur keenam (kemampuan petugas) dan
nilai rata-rata terendah yaitu unsur ketiga (waktu pelayanan). Tingkat
kepuasan masyarakat untuk pelayanan kesehatan hewan adalah 80,13
dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu unsur keenam (Kemampuan Petugas) dan
nilai rata-rata terendah yaitu unsur kedelapan (sistem pengaduan).



b. Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan
Sektor pariwisata dipandang sebagai sektor andalan yang mempunyai andil
yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata
akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya
seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan
industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Di sisi lain sektor ini juga diharapkan untuk dapat berfungsi sebagai wacana
pemerataan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada
pariwisata alternative, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisataya yang
berbasis komunitas. Dengan demikian untuk mengembangkan sektor
pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta
dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang
mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan
kenyamanan bagi wisatawan.
Program dan kegiatan urusan pilihan bidang pariwisata terdiri dari 1
program meliputi 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga antara lain program: pengembangan destinasi
dan promosi wisata serta kemitraan. Adapun realisasi anggaran untuk 2019
tercapai sebesar Rp 8.171.888.319 atau 97,84 persen dari terget anggaran
yang direncanakan sebesar Rp. 8.352.320.108,00

c. Urusan Pertanian
1. Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan
x  Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan indikator

kegiatan yang meliputi a) Produksi Tanaman Padi (Ton/GKG), b) Produksi

Tanaman Perkebunan (Ton), c¢) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)

Adapun masing-masing capaian kegiatan sebagai berikut :

1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki capaian
kinerja 100 %;

T Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan memiliki capaian
kinerja 100 %;

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki capaian kinerja 100 %;

1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
Jenis Tanaman Tahunan memiliki capaian kinerja 100 %;

1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CT) memiliki capaian kinerja
100 %;

1 Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan
Jenis Tanaman Rempah dan Semusim memiliki capaian kinerja 100 %;

T Perluasan Sawah Baru memiliki capaian kinerja 100 %;

f Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertanian (DAK) memiliki capaian kinerja 100 %;

T Pengembangan Kawasan Padi Pandanwangi memiliki capaian kinerja
100 %;

T Perencanaan Survey Investigasi Desain (SID) memiliki capaian kinerja
100 %;

1 Sarana Prasarana Perkebunan memiliki capaian kinerja 100 %.

x  Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan meliputi 3 (tiga)

Kegiatan sebagai berikut :

1 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan
Kelembagaan Tani memiliki capaian kinerja 100 %;



1 Pengembangan POS Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (Banprov
2019) memiliki capaian kinerja 100 %;

9 Biaya Operasional Tenaga Penyuluh Pertanian PNS dan THL TB PP
(Banprov 2019) memiliki capaian kinerja 100 %.

x  Program Pengembangan Agribisnis meliputi 2 (dua) Kegiatan sebagai

berikut :

A Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan memiliki capaian
kinerja 100 %;

A Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
serta pelayanan informasi harga pasar produk pertanian/ perkebunan
memiliki capaian kinerja 100 %;

2. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur
Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan
Pada tahun 2019 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan telah
melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk urusan Kelautan dan
Perikanan yaitu untuk pelayanan pembuatan Surat Keteranagan Asal
Ikan (SKAI) dengan nilai sebesar 85,93.

d. Urusan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

T Indikator Kinerja Utama Tercapainya Pasar Rakyat yang direvitalisasi
dengan target 76,10% realisasi 76,10% atau 100%

T Indikator Kinerja Utama Tercapainya Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya) yang ditera dengan target 77% realisasi 77% atau
100%.

e. Urusan Perindustrian
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

1 Indikator Kinerja Utama Persentase SDM IKM Bersertifikat dengan
target 17% realisasi 17% atau 100%

1 Indikator Kinerja Utama Persentase Produk IKM bersertifikat dengan
target 3,70% realisasi 3,70% atau 100%

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur

Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Program/Kegi Indikator/Tolok Realisasi .
No atan Ukur Target (Rp) (Rp) %
3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Input
Kegiatan
Peningkatan Dana 154.053.000 | 123.286.041 | 80,02
Kerjasama
Antar Daerah Output
dan Jumlah KK yang
Pengerahan dipersiapkan
3.1| Calon untuk ditempatkan
Transmigrasi di lokasi
Dalam transmigrasi
Rangka Outcome 5 KK 5KK | 140
Pengembanga n
Kawasan | Terlaksananya
Transmigrasi pemberangkatan 5 KK 5KK | 140
calon transmigrasi
Input 60.895.000 44.155.000 | 72,51
Dana
Output
Jumlah dokumen
hasil pendataan
lahan usaha  di
kawasan




transmigrasi local
untuk bahan
sertifikasi lahan
Verifikasi translok
Lahan Usaha Qutcome 1 Dokumen 1 Dokumen| 100
32 '|FraaV\rl12fnairg]rasi Jumlah dokumen
hasil pendataan
Lokal lahan usaha di
kawasan
transmigrasi local
untuk bahan
sertifikasi lahan
translok

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan dan Fungsi Penunjang
lainnya)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan

X

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi anggaran Rp.

6.415.331.557,- atau 95%

1 Penyusunan RKPD serta Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan,
dengan realisasi anggaran 412.742.168,- atau 93%.

1 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Cianjur, dengan realisasi anggaran 1.388.011.129,-atau 100%.

9 Perencanaan Ekonomi, dengan realisasi anggaran 338.836.591,- atau
98%.

1 Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Investasi, dengan realisasi
anggaran 378.961.139,- atau 84%

1 Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dengan
realisasi anggaran 222.604.061,- atau 64%.

1 Perencanaan Sosial Budaya, dengan realisasi anggaran 457.950.277,-
atau 99%.

1 Perencanaan Aparatur dan Keuangan, dengan realisasi anggaran
148.713.828,- atau 99%.

9 Perencanaan Pemerintahan, dengan realisasi anggaran 214.701.983,- atau
96%.

1 Penguatan Kelembagaan TKPKD Kab.Cianjur (Banprov2019) , dengan
realisasi anggaran 88.482.434,- atau 88%.

Program Penelitian dan Pengembangan

T Program Penelitian dan Pengembangan, realisasi anggaran Rp.
281.397.372,- atau 99%

T Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur, dengan realisasi
anggaran 281.397.372,- atau 99%.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
realisasi anggaran Rp5.560.947.297,00 atau 95,45%

T
)l
)l
T

Pengelolaan/ Pengamanan BMD, realisasi anggaran sebesar
Rp1.324.191.753,00 atau 96,37%

Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan, realisasi
anggaran Rp815.312.800,00 atau 98,43%

Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar
Rp1.411.539.744,00 atau sebesar 97,64%

Pengelolaan APBD Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar
Rp2.009.903.000,00 atau sebesar 92,27%

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, serapan Rp

5.767.311.261 (89,43%) dari anggaran program Rp 6.448.800.000 (100%), untuk
Program dan Kegiatan:



(a) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir
dengan serapan Rp. 1.019.317.964 (81,87%) dari anggaran Program Rp.
.245.000.000 (100%), pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
serapan Rp. 1.019.317.964 (81,87%) dari anggaran Kkegiatan Rp.
1.245.000.000 (100%);

(b) Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dengan serapan
Rp. 4.310.011.297,00 (90,47%) dari anggaran program Rp. 4.763.800.000
(100%) pada kegiatan Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN serapan
Rp. 4.310.011.297(90,47%) dari anggaran kegiatan Rp. 4.763.800.000
(100%);

(c) Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, dengan serapan Rp
437.982.000 (99,54%) dari anggaran program Rp.440.000.000,00 (100%),
pada kegiatan:Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
terealisasi:Rp 437.982.000 (99,54%) dari anggaran kegiatan Rp
440.000.000,00 (100%).

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, realisasi anggaran Rp 3.120.672.385,00 atau
82,92%

i Pelaksanaan Pengawasan Internal, dengan relisasi anggaran
Rp.2.025.123.679,00atau 79,77%

9 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, dengan realisasi anggaran Rp
226.101.893,00 atau 69,26%.

1 Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan realisasi anggaran Rp

199.202.150,00 atau 88,89%.

T Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran Rp
666.370.663,00 atau 95,45%.

5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
Pengelolaan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2;
Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB;
Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah;
Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
Penatausahaan Piutang Pajak Daerabh;
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Imformasi dan Komunikasi;

Alokasi dan Realisasi Anggaran

. Anggaran L Capaian
No. Uraian 99 Realisasi po
(Rp) (%)
1 Belanja 21.575.405.538,33 19.973.816.609,00 92,58
a. Belanja Tidak 13.037.231.538,33 11.658.398.577,00 89,42
Langsung .
b. Belanja 8.538.174. 000,00
| Langsung 8.315.418.032,00 97,39

6. Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang lainnya
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

realisasi anggaran mencapai Rpl16.212.931.204,00 (Enam Belas Milyar Dua
Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat
Rupiah) atau sebesar 89,16%. Adapun rincian realisasi anggaran masing-masing
kegiatan adalah sebagai berikut :



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan realisasi anggaran Rp
230.790.000,00 atau sebesar 70,82%
Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat / tokoh agama, dengan realisasi anggaran Rp
357.837.250,00 atau sebesar 80,71%
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi anggaran Rp

671.528.000,00 atau sebesar 98,37%

Rapat-rapat paripurna, dengan realisasi anggaran Rp 698.373.000,00 atau
sebesar 97,33%

Kegiatan Reses, dengan realisasi anggaran Rp 1.634.993.000,00 atau sebesar
99,95%

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dengan realisasi
anggaran Rp 1.389.930.250,00 atau sebesar 59,65%

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan realisasi
anggaran Rp 2.582.514.000,00 atau sebesar 86,37%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dengan realisasi anggaran Rp
270.922.500,00 atau sebesar 89,32%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah, dengan
realisasi anggaran Rp 8.376.043.204,00 atau sebesar 95,68%

. Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang lainnya

NO Program dan| pagu anggaran Realisasi
Kegiatan
1 Penunjang 943.739.000,00
Kegiatan
Keagamanaan 681.729.000,00 674.707.500,00
ASyiar Islam di
Kabupaten 262.010.000,00 261.450.000,00
Cianjur
Pembinaan dan
Verifikasi  Bidang| 1.419.172.700,00
Keagamaan

9 Penerapan
Pemerintah Yang| 257.000.000,00 250.921.968,00
Baik
A

Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi| 50.000.000,00

Pemerintah 19.052.000,00
(LAKIP)
Pemeritah
Kabupaten
Cianjur
Penyusunan
Laporan
Perkembangan 245.487.000,00
Penerapan dan
Pencapaian 242.030.800,00
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM) di71.878.500,00
Lingkungan
Pemerintahan 71.418.500,00
Kabupaten 214.000.000,00
Cianjur
APeningkatan
wawasan dan196.431.500,00
evaluasi bidang
investasi dan
perusahaan 219.200.000,00




Pengendalian pembangunan

Kapasitas Penyelenggaraan

daerah

ALaporan 103.600.000,00
keterangan 204.366.000,00
pertanggungjawa

ban Bupati cianjur ~ 101.100.000,00
Apelaporan, 165.007.200,00
evaluasi,

pengawasan dan

penyerapan

realisasi anggaran  149.847.000,00
dan

pembangunan

daerah kabupaten

cianjur 93.000.000,00

B. Rekonsiliasi

laporan keuangan
dan  barang
sekretariat daerah

86.804.298,00

Penyusunan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah (LPPD),
informasi laporan
penyelenggaran
pemertintahan
pemerintah
daerah (ILPPD)
dan EKPPD

Evaluasi
pelaksanaan )
reformasi birokrasi

C. Peningkatan4.830.600.000,00

APengadaan
cinderamata
A
Penataan

bangunan  dan

lingkungan
pendopo

450.100.000,00
448.895.500,00

4.380.500.00,00 3.870.317.863,0

0




1 Layanan
Pengadaan Barang
dan Jasa
APeningkatan
proses
pengadaan
barang dan jasa
Pembinaan
tatacara
pengadaan
barang dan jasa

526.654.600,00
406.326.000,00

120.328.600,00

487.206.224,00
369.489.798,00

117.716,426,00

1 Kerjasama Daerah

A Penyusunan
MOU
perjanjian
kerjasama
penyelenggara
an
pemrintahan

dan

219.733.800,00
219.733.800,00

211.607.509,00
211.607.509,00

T Pengembangan
Pelayanan
Bantuan Hukum

A .
Advokasi hukum

519.405.000,00

519.405.000,00

519.405.000,00

519.405.000,00

| Perumusan

Kebijakan Daerah
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Penyusunan dan

penerbitan produk
hukum daerah
APenyusunan
standar tertinggi
pembakuan biaya
kegiatan daerah
dan belanja desa
Penyusunan
rancangan
kebijakan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
(*Publikasi
peraturan
perundang-
undangan
APengendaIian dan
pembinaan
bidang
perekonomian
AMonitoring
levaluasi
pelayanan publik
di lingkungan

teknis

dan

3.312.097.400,00

328.760.000,00

474.783.000,00

92.845.400,00

359.335.000,00

345.050.000,00

190.000.000,00

328.760.000,00

408.691.200,00

82.147.500,00

359.335.000,00

344.125.000,00

185.845.321,00




pemerintah
kabupaten cianjur
Penyusunan
laporan
penyelenggaraan
tugas
pembantuan,
dekonsentrasi dan
tugas umum
pemerintahan
APenyeIenggaraan
peringatan
besar
(PHBN)
Pembinaan dan
verifikasi bidang
kesejahteraan
rakyat
APengendaIian dan
evaluasi
sumber
alam
APenyusunan
standar
kompetensi teknis
pegawai negeri
sipil
Evaluasi
beban kerja

hari
negara

bidang
daya

analisis

469.100.000,00

191.255.000,00

352.006.000,00

170.963.000,00

212.000.000,00

126.000.000,00

385.990.939,00

191.255.000,00

338.767.000,00

166.716.700,00

206,269.702,00

120.191.915,00

9 Peraturan Daerah
Otonomi Baru

Penyusunan
persyaratan
teknis
administrasi
pembentukan

daerah persiapan
cianjur selatan
(Cisel)

A

dan

370.000.000,00

370.000.000,00

110.999.826.00

110.999.826,00

1 Kehumasan dan
Keprotokolan
Penunjang
Kegiatan
Keagamanaan
Kunjungan
kerja/inpeksi
kepala
dan wakil
daerah

APenyebarIuasan
program
pemerintahan
kab. Cianjur
melalui media luar

daerah
kepala

1.907.000.000,00

429.106.000,00

1.155.559.000,00

277.335.000,00

427.790.000,00

1.154.506.000,0
0




ruang 271.785.000,00

baligho/spanduk
A Peningkatan 45.000.000,00

fungsi pejabat

pengelola

informasi  daerah 44.200.000,00

(PPID)

Pembuatanfilm

dokumenter
cianjur

Kecamatan
Program peningkatan fungsi kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan
pemerintah daerah di wilayah kecamatan

Jumlah Anggaran Rp. 16.394.883.100 dengan Realisasi Rp. 16.004.391.132
atau 97,62 %

C, Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat, jumlah anggaran Rp. 1.850.000.000,00 realisasi anggaran
1.835.080.000,00 atau 99,15%

a.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten
Cianjur, realisasi anggaran; Rp. 98.915.000.00,-98.92%

Kegiatan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan
Penguatan Karakter Bangsa bagi masyarakat umum di Kabupaten Cianjur,
realisasi anggaran; Rp. 199.590.000.00,-99.80%

Kegiatan Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerja sama intelijjen di
Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran; Rp. 190.100.000.00,- 95.05%
Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten
Cianjur, realisasi anggaran; Rp. 600.000.000.00,-100%

Kegiatan Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi
Partai Politik dan Pemilu, realisasi anggaran; sebesar Rp. 347.010.000.00,-
99.15%

Kegiatan Pembekalan Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar di Kabupaten
Cianjur, realisasi anggaran; Rp. 149.805.000.00,-99.87%

Kegiatan Verifikasi Monitoring, Evaluasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Parpol dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial
dan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa, realisasi anggaran; Rp. 99.660.000,00,-
99.66%

Kegiatan Pemantauan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pileg
Tahun 2019 di Kab. Cianjur, realisasi anggaran; sebesar Rp.
150.000.000.00,- 100%



IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019

A. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
Visi sesuai yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 vaitu A Ter wuj udny a

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royongo
Misi Pembangunan Nasional adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

B. Sembilan Agenda Prioritas
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas.
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA

C. Sasran Pokok Pembangunan Nasional
Sesuai dengan visi pembangunan fATer wuj udn

Mandiri, dan Berkepribadian Berl andaskan Got
nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran pokok, yaitu :

1) Pembangunan Ekonomi dengan indikator : Pertumbuhan ekonomi, PDB
perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran;

2) Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator : Produksi padi, Produksi
Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan;

3) Kebutuhan Energi dengan Indikator : Produksi Minyak bumi, Produksigas bumi,
Produksi batubara, Penggunaan gas bumi dalam negeri,Penggunaan batubara
dalam negeri;

4) Ketahanan Air dengan indikator : Terselesaikannya status DAS lintas Negara,
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihanya
kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum,DAS Kapuas,
dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya /
meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas
sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air;

5) Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersedian air irigasi yang
bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi
(permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata - rata kapasitas Desain
Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banijir;

6) Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator :

Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap
Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api, Dwelling Time



Pelabuhan, On - time Performance Penerbangan , Kab/Kota yang dijangkau
broadband;

7) Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH), Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan
luar kawasan);

8) Politik dengan indikator : Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks
Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaran Pemilu 2019 Aman, adil dan
demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan
Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB;

9) Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%,
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor
N.A. Naik 20% (skala 5), Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A.
100%;

10) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator :Opini WTP atas Laporan
Keuangan - Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi
Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas
Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik
(Daerah);

11) Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase pemenuhan MEF,
Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase
Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang
ditingkatkan Faskesnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba,;

12) Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun, meningkatnya persentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan,
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja
informal;

13) Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju Pertumbuhan
Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), Pemakaian
kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods);

14) Rata - rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata - rata
angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat,Prodi Perguruan Tinggi
Minimal Terakreditasi meningkat;

15) Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup,
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak
balita (dibawah 2 tahun);

16) Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB
meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun;

17) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan
kesejahteraan masyarakat di pulau - pulau kecil terluar, Peningkatan dan
pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan
pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional,
Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi
laut/perairan

Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diperlukan strategi sebagai berikut :

(1) Kabinet kerja harus memiliki norma pembangunan yang berorientasi kepada

kesejahteraan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan ; (2) berpedoman pada

tiga dimensi pembangunan; (3) untuk memenuhi norma dan dimensi pembangunan
diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kepastian dan penegakan hukum,
kemanan dan ketertiban, politk & demokrasi dan tata kelola pemerintahan &

Reformasi Birokrasi. kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung.



V. TUGAS UMUM PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum
DIPA Nomor : DIPA Nomor : SP DIPA-018-04.4.029036/2019 Tanggal: 5

Desember 2018 yang bersumber dari Kementerian Pertanian, Ditjen
Holtikultura dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Intansi yang memberi Tugas Pembantuan (TP) adalah Direktorat
Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

3. Program dan Kegiatan

No Program No Kegiatan

1. | Program Peningkatan 1 | Peningkatan Produksi Sayuran
Produksi dan Nilai dan Tanaman Obat
Tambah Hortikultura

2 | Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis lainnya
pada Ditjen Hortikultura

3 | Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura

4 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi
No Program/kegiatan Kegiatan
(%)

A | Program Peningkatan Produksi dan Nilai 82,09
Tambah Hortikultura

1 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman 79,08
Obat

2 | Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan 100,00
Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

3 | Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 100,00

4 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 100,00

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Jumlah anggaran untuk membiayai kegiatan tugas pembantuan dalam
urusan pertanian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 17.565.900.000
dengan realisasi sebesar Rp 13400.868.445 atau 94,69 % dengan
rincian program terdiri atas :



No Program/Kegiatan Jumiah Realisasi
Anggaran

Program Peningkatan

A Produksi dan Nilai 17.565.900.000] 13.400.868.445
Tambah Hortikultura
Peningkatan Produksi

1 Sayuran dan Tanaman 15.040.000.000f 11.089.081.725
Obat
Peningkatan Usaha

o |Dukungan Manajemen 105.000.000 86.410.000
dan Teknis lainnya pada
Ditjen Hortikultura

3 | Peningkatan Produksi 1.860.900.000|  1.707.946.600
Buah dan Florikultura
Pengolahan dan

4 Pemasaran Hasil 560.000.000 517.430.120
Hortikultura

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
adalah Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Cianjur

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No. Nama/NIP Jabatan dalam kegiatan
1. Mamad Nano, SP.,MP Kuasa Pengguna
NIP. 19610319 198303 1 008 Anggaran
2. Nurul Hikmat, SP, MP Pejabat Pembuat
NIP. 197301082006041010 Komitmen
3. H. lwan Setiawan, S.Pt, M.Si Pejabat Penandatangan
NIP. 19670828 199003 1 004 SPM
4. Yatti Rachmawati, STP :
NIP. 19790501 200312 2 006 Pelaksana Teknis
5. Fajar Andi Budiman
NIP. 19840430 201001 1 009 Bendahara APBN
6. Dedi Dimyati Petugas Laporan
NIP. 19840702 201401 1 001 SAI/SIMAK-BMN
Y M
O Porah Petugas SIMMONEV
s. Dedih Hasanudin, SP Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19631109 198912 1 002 Pekerjaan
9. Agan Sobirudin, SP .
NIP. 19620730 199203 1 003 Pemeriksa Barang
10. Haeruman .
NIP. 19640829 199403 1 006 Pemeriksa Barang
11. lyus Rosliana, SP .
NIP. 19740829 199403 1 006 Pemeriksa Barang
12. Heri Azhari .
NIP. 19690805 200701 1 016 Pemeriksa Barang
13. | Yati Mulyati, SP .
NIP. 19820523 201001 2 013 Pemeriksa Barang




8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)

a. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan terdiri atas:
Perencanaan, persiapan kegiatan : Pembuatan dan penggandaan
juklak dan juknis, verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL),
sosialisasi Program dan Kegiatan. Hal tersebut didukung ATK, SDM
administrasi, Aula Pertemuan dan kendaraan roda dua dan empat.

b. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan, sarana yang digunakan
adalah SDM petugas Dinas, Kepala UPT, Penyuluh (PPL), POPT
yang terlibat di 17 Kecamatan.

VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1.

Daerah yang diajak Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah
Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi
Sulawesi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu
Utama Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara, Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten Bandung Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Dasar Hukum

a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan
Pemeritah Kabupaten Cianjur dengan Nomor 067/010 KSOTDA/2019-
134.4/MOU-21/BagPem/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang kerjasama
antar Daerah dalam Pelayanann Publik

b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Kota
Bandung Nomor 134.4/MOU-11/Bag-Pem/2019 - 119/984-Bag.KS Tanggal
13 Maret 2019 Tentang kerjasama antar Daerah dalam Pelayanann Publik.

c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan
Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 134.4/MoU-15/Bag.Pem/2019
- 119/12/KB/KS/IV/2019 Tanggal 04 April 2019 Tentang Kerjasama
Pembangunan antar Daerah

d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Nomor 134.4/MOU-
19/BAGPEM/2019 - 15/MOU/Ekbang & KD/2019 Tanggal 04 April 2019
tentang kerjasama antar Daerah dalam Pelayanann Publik.

e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Nomor 134.4/Mou-
25/Bag.Pem/2019 - PP.07.01/KB.36-Humaspro/2019 tanggal 18 Juni 2019
tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik.

f. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Sukabumi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Cianjur
Nomor 367.1/8-PKS/IV/2019 - 134.4/PKS.18 B/Bagpem/2019 tanggal 25
Juni 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan



penyelamatan lainnya di wilayah perbatasan antara kab sukabumi dan

kabupaten cianjur Prov jabar

. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Nomor

134.4/KS/40/Bag.Pem/2019 - 134.1/KB.95-KS/2019 tanggal 14 Oktober

2019 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik.

. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi

Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa

Barat dengan Nomor 134.4/PKS-34/Bag.Pem/2019 tanggal 17 Oktober

2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Serta

Pengembangan Satuan Permukiman Raimuna di Kawasan Transmigrasi

Mutiara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SE-Jawa Barat dengan Nomor

518/949/Diskopperdagin tanggal 09 Agustus 2019 tentang Pembinaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten Cianjur dengan Nomor NK.37/KEMPAR/2019 -

134.4/MOU-BAGPEM/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Pengembangan

Pariwisata Halal di Kabupaten Cianjur

. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi

Sulawesi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Nomor 595/27

A/Huk/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan kegiatan

Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan serta

Pengembangan Satuan Permukiman Dungkean di Kawasan Transmigrasi

Banggai Laut Desa Dungkean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai

Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan Pemerintah Kabupaten Cianjur Prov Jawa Barat dengan
Nomor 471.25/301/DISNAKERTRANS/2017 - 475.1/9/HUK/2017 tanggal 20
Juli 2017 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Sri
Agung Kawasan Transmigrasi Karang Agung llir Kecamatan Banyuasin Il
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur Prov Jabar
dengan Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan Nomor
19/MOU/DISNAKERTRANS/2016-475.1/3518/DSTKT/2016. tanggal 03 Juni
2016 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) JUD 1 / NGANJI kecamatan Sanga Desa Kabupaten
Musi Banyuasin.

. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur Prov Jabar
dengan Kabupaten Bengkulu Utama Provinsi Bengkulu dengan Nomor
756/12/Nakertrans/2016 - 475.1/13518/DSTKT/2016 tanggal 03 Juni 2016
tentang Kerjasama Pelaksanaan Trnasmigrasi di Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) Malakoni Desa Malakoni Kecamatan Enggano
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur Prov Jabar
dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
116/26/2015 - 595/8/Huk/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Anawua/Rano
Sangia Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur Prov Jabar
dengan Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan
Nomor  188/20/Huk/2017 - 019.5/1463/2017 tentang kerjasama
Penyelenggaraan Daerah Implementasi Pengembangan E-Government.



g. Kesepakatan Bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Prov
Bali dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cianjur Prov Jabar dengan Nomor 551.21/1462/KD-ANG/IX/2015 -
551.21/933/KD-ANG/I1X/2015 tanggal 28 September 2015 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang Pada Wilayah Perbatasan Antara
Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

r. Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur dengan Nomor
119/63/PKS/KS/IIN2018 - 300/128/satpol pp tanggal Tanggal 28 Maret 2018
tentang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat di Wilayah Perbatasan.

s. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur dengan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan Nomor
503/Kep,024/DPM&PTSP/2019 - 119/33/PKS/KS/XII/2019 tanggal 12
Desember 2019 tentang Kerja sama Promosi dan Investasi.

t. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Nomor :
640/16.1/Pemksm/2018 - 650/0161/CJR tanggal 08 Januari 2018 tentang
Pembangunan sarana dan prasarana bidang transportasi dan perhubungan,
sumber daya air, lingkungan hidup, energi, pariwisata, ketahanan pangan,
investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil, serta
penataan ruang, di wilayah provinsi DKI jakarta.

3. Bidang Kerjasama

a. Pendidikan, kesehatan, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, perencanaan
pembangunan, pertanian, penanaman modal, pariwisata, pekerjaan umum
dan penataan ruang, tenaga kerja, kepemudaan dan olah raga, sosial,
penanganan dan penanggulangan bencana daerah, perindustrian dan
perdagangan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan,
pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan infomatika, koperasi, usaha
kecil, menengah, kebudayaan, transmigrasi, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

b. perikanan, kepemudaan dan olah raga,
c. Ketenagakerjaan,pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,statistik, persandian,
kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,perdagangan, perindustrian, penatan
batas wilayah, peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya yang
dipandang pelu kesepakatan

d. Perencanaan pembangunan
e. Penyampaian data dan informasi situasi dan kondisi daerah di wilayah,

penyampaian data dan informasi orang asing/tenaga kerja asing/ lembaga
asing di wilayah, penyampaian data dan informasi potensi kerawanan sosial,
ekonomi, politik dan SARA di wilayah, penyampaian data dan informasi
organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakatdi wilayah,
penyampaian data dan informasi perkembangan politik di wilayah

f. Pelaksanaan dan evaluasi bidang ketransmigrasian asal calon transmigran
dari Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta penduduk setempat di
lokasi unit pemukiman transmigrasi UPT. Raimuna Desa Raimuna
Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.



g. Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diwilayah perbatasan,
pelaksanaan latihan bersama guna meningkatkan kemampuan dan
keterampilan anggota pemadam, pelaksanaan bawah kendali operasi (BKO)
di luar wilayah perbatasan pada masing-masing wilayah, data inventarisasi
hydrant kota dan kantung kantung air untuk digunakan oleh PARA PIHAK
saat penanggulangan kebakaran

h. Pembinaan koperasi yang berada di kabupaten/kota se-jawa barat,
pembinaan usaha mikro yang berada di kabupaten/kota se-jawa barat

i. Pengembangan smart city dan e-government, pengembangan dan promosi
kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya
manusia, promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM)

j- Angkutan Umum Orang pada wilayah perbatasan
k. Bidang Pemasaran Pariwisata
I. Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan di DinasTenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur berusaha untuk meningkatkan
pembinaan terhadap CalonTransmigrasi dengan sasaran meningkatkan
upaya pemindahan penduduk baik melalui pola perpindahan penduduk
antar daerah dalam penanganan transmigrasi keluar Pulau Jawa serta
meningkatkan keahlian dan kemampuan Sumber Daya Manusia Calon
Transmigrasi yang produktif.
m. Pembangunan Ketransmigrasian dilaksanakan dengan meningkatkan

kualitas pelayanan dan penempatan transmigran.

Nama Kegiatan

a. Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata

b. Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang Pada Wilayah Perbatasan Antara
Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

c. Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian terdiri dari 1 (satu) Program dan 1

(satu) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Cianjur antara lain Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan Calon Transmigrasi dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

Kerjasama antar daerah dalam pelayanan public

Pengembangan potensi Daerah dan Pelayanan Publik

Sistem informasi kewaspadaan dini jawa barat

Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya di

wilayah perbatasan antara kabupaten sukabumi dan kabupaten cianjur

provinsi jawa barat

h. Pengelolaan APBD Kabupaten Cianjur

@~o0oa

Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, DinasTenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Satpol Polisi Pamong Praja dan
Damkar,Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab Cianjur dan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Cianjur

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
1 Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan transmigrasi sebanyak 2 (dua)
orang dengan rincian sebagai berikiut :



i. Pendidikan Formal : SMA Sederajat sebanyak 1 Orang dan Sl
sebanyak 1 orang
i. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/l1lld sebanyak 2 orang
iii. Jumlah Pejabat : Eselon IV a sebanyak 1 orang
1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Angkutan sebanyak 4 (empat)
orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal : S1 sebanyak 4 orang
b. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat l/lll d sebanyak 2 orang dan
Penata Muda Tingkat I/lll b sebanyak 2 orang
c. Jumlah Pejabat . Eselon IV a sebanyak 1 orang
1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada sebanyak 31 orang
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal : SMP/Sederajat sebanyak 1, SMA /Sederajat
sebanyak Orang 4 orang, D3 sebanyak 1 orang,
S1 sebanyak 19 orang dan S2 sebanyak 6 orang

b. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV b sebanyak 2 orang,
Pembina IV a sebanyak 2 orang, Penata Tingkat
I/llld sebanyak 9 orang, Penata/lll ¢ sebanyak 11
orang, Penata Muda Tingkat I/l1ll b sebanyak 6
orang, Penata Muda/lll a sebanyak 2 orang dan
Pengatur /lic sebanyak 1 orang

c. Jumlah Pejabat . Eselon Il b sebanyak 1, Eselon Il a sebanya 1
orang, Eselon Ill b senayank 2 orang, Eselon
IV a sebanyak 5 orang, Eselon IV b sebanyak 6
orang

1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada sebanyak 4 orang

a. Pendidikan Formal : SMA Sederajat sebanyak 2 Orang dan S1
sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 1 orang

b. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/llld sebanyak 1 orang , Penata
Muda Tingkat I/lll b sebanyak 1 orang, Penata
Muda/lll a sebanyak 1 orang dan Pengatur /lic
sebanyak 1 orang

c. Jumlah Pejabat : Eselon IV a sebanyak 1 orang

1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perubungan sebanyak 8 orang
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal : SMA Sederajat sebanyak 2 Orang dan S1
sebanyak 5 orang dan S2 sebanyak 1 orang

b. Pangkat/Golongan : Pembina IV a sebanyak 1 orang, Penata/lll c
sebanyak 4 orang, Penata Muda Tingkat I/lll b
sebanyak 1 orang, Penata Muda/lll a sebanyak 1
orang dan Pengatur /lic sebanyak 1 orang



7.

c. Jumlah Pejabat : Eslon 11l b sebanyak 1 orang , Eselon IV a
sebanyak 3 orang

Sumberdaya dan Jumlah Anggaran

1) Sumber Anggaran yang digunakan berasal dari Dana APBD Kabupaten
Cianjur Tahun Anggaran 2019. Realisasi anggaran untuk membiayai
kegiatan-kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian pada
tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur mencapaiRp. 167.441.041 atau pencapaian target
sebesar 77,89 Persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.
214.948.500

2) Pemerintah Kab Cianjur

3) Anggaran Kerjasama : Rp. 143.382.000,-

4) APBD
5) Dinas pariwisata
Sumber dana : DAU (Dana Alokasi Umum)

Jumlah Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Jangka Waktu Kerjasama

Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk Tahun Anggaran 2019 terdapat 1 Mou atau Perjanjian Kerjasama dengan
jangka waktu kerjasama selama 5 tahun yaitu : Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten kabupaten cianjur dengan Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Fasilitasi
serta Pengembangan Satuan Permukiman Raimunadi Kawasan Transmigrasi
Mutiara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara. Nomor : 134.4/PKS-34/Bag.Pem/2019 Tanggal : 17
Oktober 2019.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap
tahun nya untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap
tahun nya untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Hasil (Output) dari Kerjasama
1 Hasil-hasil dari Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Ketransmigrasian yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Trasnmigrasi Kabupaten Cianjur
pada tahun 2019 adalah adanya MOU untuk ditetapkannya 1 lokasi yang
dapat ditempati oleh transmigrasi asal Kabupaten Cianjur sehingga
diharapkan akan meningkatkan kondisi social ekonomi Transmigran asal
Kabupaten Cianjur serta menunjang peningkatan pendapatan sebanyak 5 KK
(100 % ) Transmigran asal Kabupaten Cianjur
1 Trayek di wilayah perbatasan  antara wilayah Kabupaten bandung dan
Kabupaten Cianjur:
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Naringgul i Sub Terminal
Sindangbarang (Kab. Cianjur);
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Kalapa Nunggal Sub
Terminal Sukanagara (Kab. Cianjur);



- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Cipelah - Pagelaran i Sub
Terminal Sukanagara (Kab. Cianjur)
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Mekarwangii Sub Terminal
Sukanagara (Kab. Cianjur);
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Cisokan i Sub Terminal
Sukanagara (Kab. Cianjur);
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Cikadu i Sub Terminal
Sindangbarang (Kab. Cianjur);
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Giri Jaya i Kab. Cianjur;
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Sub Terminal Padasuka
(Kab. Cianjur);
- Sub Terminal Ciwidey (Kab. Bandung) i Paranggong i Sub Terminal
Cidaun (Kab. Cianjur);
9 Terlaksananya kegiatan FGD, 1 Kegiatan
9 Pemerintah Kab Cianjur
9 Hasil : 8 Dokumen
9 Output: MoU dan PKS
9 Hasil MOU kerjasama Penyelenggaraan  Daerah  Implementasi
Pengembangan E-Government Kabupaten Batang.
1 Aplikasi e-budgeting

10. Permasalahan dan Solusi
x  Permasalahan

o Dalam pelaksanaan kegiatan masih banyaknya peserta yang tidak
mencermati dan mengamati para narasumber yang sedang memberikan
materi dalam kegiatan pelaksananya.

0 Masih mengacu kepada PP 28/2018 Belum ada aturan baru dari pusat
baik itu UU, PP dan Perda

0 Kabupaten cianjur belum mengesahkan perda da kepbup tentang
kerjasama masih berbentuk draft

0 Objek kerjasama/ MoU masih terfokus di objek pengunaan urusan wajib
yuang berbatasan dengan Kabupaten/Kota

0 Objek perjanjian kerjasama urusan pilihan / sukarela belum menjadi
prioritas/ unggulan

0 Kurangnya pemahaman terhadap aplikasi yang digunakan

x  Solusi

o Para peserta di beri arahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan,
dan diberi edukasi atau games di sela kegiatan agar para peserta dapat
fresh dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan.

0 Adapun Solusi untuk mengurangi permasalahan diatas adalah dengan
meningkatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan para transmigran
dan penempatan terhadap calon transmigran dengan sasaran
pemberdayaan Sumber Daya Manusia para Calon Transmigran untuk
hidup mandiri serta sejahtera; dibuatkan Kebijakan Transmigrasi
diarahkan pada tiga hal pokokyaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan
yang disebabkan oleh ketidak berdayaan penduduk untuk memperoleh
tempat tinggal yang layak; (2) Memberi peluang berusaha dan
kesempatan kerja;

0 Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk melaksanakan
perpindahan penduduk.

o PP mengenai kerjasama sudah dibuat tinggal menunggu pengesahan
kemenhumkam

o Tahun 2020 Draf perda kerjasama kabupaten cianjur diajukan ke dewan

o0 membuat draf MoU/PKS dengan Kabupaten/ Kota untuk urusan pilihan /
sukarela



o0 Aplikasi yang diciptakan harus sederhana dan mudah digunakan oleh
pengguna.

11. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

a. MoU / PKS yang sudah ditandatanganni oleh kabupaten cianjur dengan
kabupaten/kota

b. Melaporkan jumlah perjanjian urusan wajib dan sukarela/ pilihan

c. Jangka waktu masa berlaku perjanjian/ berakhirnya perjanjian /
perpanjangan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra yang diajak Kerjasama

Universitas Pasundan, Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur
dan Institut Bogor, Politeknik LP3I Bandung, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Fakultas Ekologi Manusia Institut
Pertania Bogor. PT. Trans Indonesia Superkoridor, Badan Informasi
Geospasial, BPJS Cabang Sukabumi, Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI
Sukabumi. PT Taspen (persero), Kantor Pertanahan Kabupaten
Cianjur,Badan Siber dan Sandi Negara, Sekolah Tinggi Sosial dan limu
Politik (STISIP), Universitas Nurtanio Bandung, PT. PLN (PERSERO) Unit
Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah |, PT TASPEN (PERSERO) dengan
RSUD Sayang Cianjur, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. HASAN SADIKIN
BANDUNG, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
dengan RSUD Sayang Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan
PT.Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten,Thk Cabang Cianjur

2. Dasar Hukum

- Nomor :134.4/MOU-09/Bag Pem/2019
Nomor : 19/Unpas.R/G.1/11/2019
Tanggal: 11-02-2019

- Nomor : 21/53/Bd/P/B 134.4/MOU-14/BagPem/2019
Nomor : 031 /I1T3 /HK.01 /2019
Tanggal: 27-03-2019

- Nomor : 134.4/mou-22/Bagpem/2019
Nomor : 258 /DIR/MOU/ POLTEK-LP3I-BDG/IV/19
Tanggal: 05-04-2019

- Nomor : 134.4/mou-17/Bag Pem/2019

- Nomor : 134.4/Mou-23/Bag Pem/2019
Nomor : 1244/IT3.F9/KS/2019
Tanggal: 15-05-2019

- Nomor : 134.4/Mou-27/BagPem/2019
Nomor : 001/T1S.BDO/PK-KK/VI11/2019
Tanggal: 19-07-2019

- Nomor : 26.1/KA-BIG/PK.05/7/2019
Nomor : 134.4/MOU.24/Bag Pem/2019
Tanggal: 26-07-2019

- Nomor : 134.4/Mou-28/Bag Pem/2019
Nomor : 253/KTR/V-02/0719
Tanggal: 26-09-2019

- Nomor : 134.4/MOU-03.BAG.PEM
Nomor : W.11.IMI.IMI.5-UM.01.01-0170
Tanggal: 23-01-2019

- Nomor : 134/Mou-02-BagPem/2019
Nomor : JAN-04/C.3.1/012019
Tanggal: 31-01-2019

- Nomor : 134.4/PKS-18/Bag Pem/2019



Nomor : 01/SKB-32.03.HP.01.04/1V/2019
Tanggal: 29-04-2019

Nomor : 134.4/921/DPMD/2019
Nomor : 26.3/PPKS-BIG/PK.05/7/2019
Tanggal: 26-07-2019

Nomor : 800/2157/Bappeda/2019
Nomor : 26.4/PPKS-BIG/PK.05/7/2019
Tanggal: 26-07-2019

Nomor : 134.4/MOU-13/Bag Pem 2019
Nomor : -

Tanggal D

Nomor : 134.4/KS/35/Bag.Pem/2019

Nomor : 268/KSB/STISIP-GN/X/2019
Tanggal: 23-10-2019

Nomor : 134.4/MOU/30/Bag.Pem/2019
Nomor : UNNUR/15/KSB/1X/2019
Tanggal: 05-09-2019

Nomor : 134.4/Pks/37/Bag. Pem/2019
Nomor : 0124.Amd/HKM.00.01/UIPJBTI/2019
Tanggal : 08-11-2019

Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/9231/2018
Nomor : 445/20/RSUD/2018

Tanggal -

Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/12594/2019
Nomor : 445/57/RSUD/2019

Tanggal D

Nomor : 134.4/PKS-20/Bagpem/2019
Nomor : 0002/CJR-PKS/2019
Tanggal :7-02-2019

. Bidang Kerjasama

(0]
(0]

Pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.
Percepatan pelaksanaan sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah
milik/ dikuasai, perubahan nama pada sertifikat tanah, dukungan informasi
dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang
sudah Dbersertifikat milik/dikuasai,pemanfaatan data pertanahan dan
perpajakan daerah, pemanfaatan data zona nilai tanah, dukungan penyediaan
sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional,
peningkatan kompetensi sumber daya manusia, bentuk kerjasama lain yang
disepakati

Penyelenggaraan informasi geospasial, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam bidang informasi geospasial, penelitian dan pengembangan
dalam bidang informasi geospasial teknologi aplikasinya, pembangunan dan
pengembangan jaringan informasi geospasial nasional, kegiatan lain yang
dipandang perlu dan disetujui, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana
tertentu untuk mendukung kegiatan, berbagi pakai data dan informasi
geospasial, kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui

Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan
sertifikat elektronik pada layanan pemeritah, Penerbitan sertifikat
elektronik,pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik,
peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat
elektronik

Pemanfaatan bersama aset dan lisensi, perencanaan dan pemanfaatan
layanan bersama

Konsultasi yag menjadi lingkup keahlian, penelitian ilmiah bidang
keilmuan,pengembangan kapasitas dan keterampilan kewirausahaan



masyarakat berbasis potensi lokal, peningkatan akses untuk pengembangan
kewirausahaan masyarakat
Pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

4. Nama Kegiatan
o Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lokasi tempat Parkir di Tepi Jalan Umum
di Kabupaten Cianjur;
0 Pengelolaan Parkir Kendaraan di Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Sayang Kabupaten Cianjur
5. Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan
Pihak Ketiga

.Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perubungan sebanyak 8 orang
dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendidikan Formal : SMA Sederajat sebanyak 2 Orang dan S1 sebanyak
5 orang dan S2 sebanyak 1 orang
b. Pangkat/Golongan : Pembina IV a sebanyak 1 orang, Penata/lll ¢
sebanyak 4 orang, Penata Muda Tingkat I/11l b
sebanyak 1 orang, Penata Muda/lll a sebanyak 1
orang dan Pengatur /lic sebanyak 1 orang
c. Jumlah Pejabat : Eslon Il b sebanyak 1 orang , Eselon IV a sebanyak
3 orang
7. Sumberdaya dan Jumlah Anggaran
A PAD dengan jumlah Rp. 2.200.000.000
A PAD dengan jumlah Rp. 19.000.000
8. Jangka Waktu Kerjasama
5 (lima) tahun

. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
1. Forum Koordinasi
Rapat Koordinasi Pengamanan dan Patroli Bersama

2. Materi Koordinasi
Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Cipanas, Pemberangkatan
Jamaah Haji dan Pemulangan Jamaah Haji, Operasi Ketupat Lodaya (PAM
Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha), Operasi Lilin Lodaya (PAM Hari
Natal),PAM Malam Tahun Baru, Pengamanan Unjuk Rasa,Penertiban,Pedagang
Kaki Lima dan  Patroli Gangguan Trantibum Kota.

3. Instansi Vertikal yang terlibat
Korem, Kodim, Polres, Kementerian Agama, Raider, Armed, Damkar,
Kesbang dan Dishub.

4. Sumberdaya dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran APBD Kabupaten Cianjur
Jumlah Anggaran Rp. 413.000.000

5. Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi
Vertikal di Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai 30 orang terdiri dari S2 1 orang, S1 3 orang dan SMA 26 orang.
Status Kepegawaian PNS 10 orang, Terdiri dari Golongan IV 1 orang, Golongan
Il 3 orang dan Golongan Il 6 orang serta Non PNS sebanyak 20 orang.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
Rapat Koordinasi Pengamanan : 30 Kali



Rapat Bersama : 20 Kali

Hasil dan Mamfaat Koordinasi

- Pengamanan yang Terstruktur, Terkoordinasi, dan disesuaikan dengan fungsi
dan kewenangan

- Agar jamaah haji dalam pemberangkatan dan kepulangannya merasa aman
dan nyaman

- Untuk mewujudkan cipta kondisi yang tertib, aman, terkendali dan kondusif
ditengah masyarakat yang sedang melakukan peribadatan

- Untuk mengamankan dan mewujudkan cipta kondisi yang tertib, aman,
terkendali dan kondusif ditengah para petunjuk rasa dan membuat nyaman
hak para pejalan kaki

- Untuk mengamankan wilayah kota dari gangguan terantibum

Tindaklanjut Hasil Koordinasi

- Penempatan Pasukan Sesuai Dengan hasil Rapat Gabungan Tni, Polri,
Satpol PP, Kesbang dan Damkar

- Penempatan pasukan pengamanan sesuai dengan fungsinya

- Penempatan pasukan dititik/lokasi yang dianggap rawan Gangguan Trantib

- Pasukan melaksanakan kegiatan patroli dengan menggunakan Kendaraan
dan Berjalan kaki.

Koordinasi Dengan Instasi Vertikal di Daerah

1.

N

Forum Koordinasi

Kegiatan Rapat Koordinasi Penunjang Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Cianjur

Materi Koordiansi

Pembahasan tentang Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di
Kabupaten Cianjur, Pembahasan tentang Hakekat ancaman dalam
perspektif pembinaan kamtibmas dan Pembahasan tentang peningkatan
kewaspadaan dan deteksi dini guna menjaga kondusifitas masyarakat
dan Pembahasan tentang permasalahan i permasalahan aktual yang
menonjol di Kabupaten Cianjur

Instansi Vertikal yang Terlibat

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur, Kodim 0608 Cianjur,
Kejaksaan Negeri Cianjur, DPRD Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri
Cianjur, Batalyon Armed 5105 Tarik, Batalyon Raider 300/BJW dan Sub
Denpom 111/1-1 Cianjur

Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari APBD Kabupaten Cianjur dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.600.000.000,-

Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara Koordinasi dengan

Instansi Vertikal di Daerah
Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai 7 orang, Kualifikasi Pendidikan : 2 orang Pasca

Sarjana, 5 orang Sarjana,Pangkat dan Golongan :1 orang Pembina

Utama Muda (IV c),1 orang Pembina (IV a), 3 orang Penata TK.I (Il d),1

orang Penata Muda Tk.I (lll b), dan 1 orang TKS

Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

12 Kegiatan

Hasil dan Mamfaat Koordinasi

- Dapat menyerap dan memahami materi yang disampaikan oleh
narasumber, rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)



sangat penting karena ke depannya dapat diterapkan dalam forum
koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan

- Forum koordinasi pimpinan kecamatan dapat melaksanakan rapat
koordinasi di tingkat kecamatan sebagai bahan masukan untuk
Forkopimda Kabupaten Cianjur.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
- Sebagai bahan masukan pimpinan untuk mengambil keputusan lebih
lanjut dalam membuat kebijakan
- Kegiatan rapat Forkopimda perlu dilaksanakan di tingkat kecamatan
secara berkesinambungan karena dengan terjalinnya koordinasi di
tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, keamanan dan
ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur dapat tetap terjaga

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
Wilayah Kabupaten Cianjur berbatasan dengan enam kabupaten, yaitu
Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut. Proses pelacakan
penegasan batas daerah telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Propinsi sejak Tahun 2010.

Pada Tahun 2014 telah ditetapkan Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan

enam segmen perbatasan, yaitu :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2014 tentang Batas
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Batas
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa
Barat.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2014 tentang Batas
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa
Barat.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Batas
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi
Jawa Barat.

Dalam melakukan pelacakan  dan penegasan batas wilayah untuk

Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak mengalami masalah/sengketa. Semua

disepakati oleh pihak masing-masing yang berbatasan, sampai ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
Dalam pelacakan,penentuan penegasan batas daerah tidak menemukan
masalah yang berarti. Namun untuk menghindari permasalahan yang muncul
mengenai  batas daerah, Pemerintah  Kabupaten Cianjur telah
menyelenggarakan sosialisasi mengenai Batas Daerah sesuai Permendagri
yang telah di tentukan.

3. Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
SKPD yang menyelenggarakan sosialisasi adalah Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Cianjur

4. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
Jumlah pegawai yang menyelenggarakan pembinaan batas daerah adalah
sebanyak 6 orang dengan kualifikasi pendidikan : 1 orang S-2, 1 orang S-1, 3
orang SMA 2 orang. Untuk kualifikasi pangkat dan golongan 1 orang gol IV dan 4
orang golongan Ill dan 1 orang golongan Il



E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Hampir semua wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki potensi bencana alam
dan non alam dengan jenis dan tingkat resiko ancaman dan kerentanan yang
berbeda. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Cianjur antara lain:
Banjir, pergerakan tanah dan longsor di kala musim hujan dan kekeringan di kala
musim kemarau serta kebakaran pemukiman. Bencana-bencana alam tersebut
masih bersifat bencana alam lokal. Pada Tahun 2019, kejadian bencana yang
terjadi di Kabupaten Cianjur, antara lain : Banjir 27 kejadiani, Pergerakan Tanah,
50 kejadian. Putting Beliung 22 kejadian, Gempa Bumi 1 kejadian, Kekeringan
10 kejadian dan Karhula 12 kejadian.

Dari jumlah kejadian tersebut adanya korban, kerugian dan kerusakan
perumahan  dan infrastruktur. Korban, kerugian dan kerusakan akibat
bencana tahun 2019 yaitu : Korban Jiwa (meninggal dunia 3 orang ), Pengungsi
(69 KK dan 205 Jiwa), Terdamoak (142 KK dan 494 Jiwa), Rumah (RB 25, RS
29 dan RR 209), Terancam 131, Terendam 25, Infrastruktur ( Irigasi 6, Jalan 10,
Jemabtan 8, Pendidikan 1,dan Kantor Umum 3), Sawah, ladang dan lahan
pertanian lainnya 14, Sanitasi 2, Sarana Ibadah 1 dan mendapat bantuan dari
BPBD Provinsi Jawa Barat dab BNPB

2. Status Bencana (Nasional, Regional Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang
diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status kejadian bencana di

Kabupaten Cianjur merupakan status bencana daerah kabupaten. Jenis
Bencana di Cianjur :
. Bahaya
Jenis Bencana Luas (Ha) Kelas
Banjir 28.003 TINGGI
Banjir Bandang 9.902 TINGGI
Cuaca Ekstrim 282.926 TINGGI
Gelombang Ekstrim dan Abrasi 201 TINGGI
Gempabumi 361.512 TINGGI
Kebakaran Hutan dan Lahan 96.391 SEDANG
Kekeringan 361.512 SEDANG
Letusan Gunung Api 153.783 SEDANG
Longsor 205.982 TINGGI
Tsunami 1.952 TINGGI

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
dan penanganan pada saat bencana di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari
APBD Kab, APBD Prov dan APBN. BPBD Kab Cianjur dalam melaksanakan
tufoksinya melaksanakan program/kegiatan tahun 2019 yaitu :

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019

No Uraian Anggaran Capaian Realisasi
1 2 3 4
URUSAN WAJIB (Rp) (Rp) (%)

1 Program Pencegahan dan 3.401.353.850 | 3.240.418.500 95.27
Penanggulangan Bencana

1.1 Pemantguan dan. Penyebarluasan 233.500.000.- | 230.123.000.- | 98.55
Informasi Potensi Bencana

1.2 Pembentukan Desa Tangguh 234.000.000.- | 219.369.000.- 93.75
Bencana

1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 475.000.000,- | 469.892.000,- | 98.92




Evakuasi Bencana Alam

14 Siaga Penanggulangan Bencana 970.000.000.- | 923.769.500.- 95.23
Alam

15 Pengkajian Kebutuhan Pasca

250.013.850,- | 244.583.000,- 97.83

Bencana (JITUPASNA)

1.6 Pembentukan Sekolah/Madrasah 50.000.000 - 50.000.000.- 100
Aman Bencana

1.7 Sosialisasi Pengurangan Risiko 583.985.000.- | 550.286.000.- 94.23
Bencana

1.8 Pelatihan Penilaian Pengkajian 604.855.000,- | 552.396.000 - 9133
Kebutuhan Pasca Bencana

Anggaran pelaksanaan program urusan wajib yaitu sebesar Rp. 3.401.353.850,-
dengan realisasi Rp. 3.240.418.500,- atau 95.27%.

dalam penanganan
menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga APBD Kab. Cianjur dengan
persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 3.783.270.500,- dengan dipergunakan

BPBD Kab. Cianjur

untuk :

pada saat

darurat

Tabel Rekap Penanganan Darurat Bencana dari Anggaran BTT 2019

JUMLAH BIAYA

Cibinong,
Sindangbarang, Cidaun
dan Agrabinta

NO NAMA KEJADIAN LOKASI WAKTU (Rp)
Bencana Tanah
1 | Longsor/Pergerakan | D&Sa Mekariaya 14/01/2019 | 110.307.000
Kecamatan Cidaun
Tanah
- Sungai Cikondang Desa
2 Bencana Banijir Cikondang Kec. Cibeber 15/01/2019 | 208.745.000
3 Bencana Alam Tanah | Desa Pamoya_na_n 20/02/2019 | 210.498.000
Longsor Kecamatan Cianjur
4 | Bencana Banjir Kecamatan 20/02/2019 | 210.499.000
Cikalongkulon
5 Bencana banjir dan D_esa Jayagiri Kecamatan 10/05/2019 | 210.453.000
tanah longsor Sindangbarang
Desa Cikaroya
g | Bencanatanan Kecamatan 04/07/2019 | 213.051.000
longsor
Warungkondang
kejadian luar biasa
7 | (KLB) Pencemaran | D€sa Ciherang 20/07/2019 | 284.612.500
) : Kecamatan Pacet
Air Bersih
Kecamatan Mande,
Sukaluyu, Cibeber,
8 Kekeringan Cibinong, 01/08/2019 | 192.218.000
Sindangbarang, Cidaun,
Agrabinta dan Naringgul
Kecamatan Cibeber
9 Kekeringan (Perbaikan Sungai 01/08/2019 | 493.517.000
Cikondang)
10 | Kekeringan Kecamatan Cikadu, Cijati | 1/08/5919 | 1.401.385.000
dan Pagelaran
Kecamatan Mande,
Haurwangi, Sukaluyu,
11 | Kekeringan Ciranjang, Cibeber, 07/10/2019 | 247.985.000

JUMLAH

3.783.270.500

bencana




4. Antipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, telah dilakukan

upaya-upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan pemantauan lokasi potensi bencana sebagai upaya identifikasi
bencana di wilayah Kabupaten Cianjur.

- Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana
bagi masyarakat dan relawan penanggulangan bencana.

- Melaksanakan koordinasi lintas sektor guna menyamakan persepsi sehingga
terjadi koordinasi integrai dan singkornisasi dalam penanggulangan bencana
dan mencapai hasil yang optimal secara profesionalisme dan proforsional
dalam penanganan penanggulangan bencana.

- Penetapan status Siaga Bencana Banijir, longsor dan pergerakan tanah oleh
Kepala Daerah di beberapa lokasi bencana.

- Penetapan status Keadaan Darurat Bencana Banijir, longsor dan pergerakan
tanah oleh Kepala Daerah di beberapa lokasi bencana.

- Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan oleh Kepala Daerah
di beberapa lokasi bencana

5. Satuan Kerja Perangkat Kerja yang menangani Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah Pegawai sebanyak 50 orang (PNS 23 orang dan TKS/Outsourching 27 )
orang dengan Kualifikasi Pendidikan PNS (S3 1 orang, S2 4 orang, S1 11
orang, SLTA 7 orang), Pangkat dan Golongan (Golongan IV 6 orang, Golongan
Ill 12 orang dan Golongan Il 5 orang)

7. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
Potensi bencana alam di Kabupaten Cianjur yang diperkirakan terjadi potensi
risiko bencana dalam tahun 2011-2018 dan berrdasarkan Indeks Risiko Bencana
Indonesia Tahun 2013 bahwa rangking atau skor nilai risiko bencana
sebagaimana pada tabel berikut ini :

No Jenis Bencana Ranking | Skor| Kelas
1 | Indeks Risiko Bencana Banijir 167 36 | Tinggi
2 | Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi 73 22 | Tinggi
3 | Indeks Risiko Bencana Tsunami 73 24 | Tinggi
4 | Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor 58 24 | Tinggi
5 | Indeks Risiko Bencana Gunung Api 18 16 | Tinggi
6 | Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 30 36 | Tinggi
7 | Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan 11 36 | Tinggi
8 | Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim 8 20 | Tinggi
9 | Indeks Risiko Bencana Kekeringan 2 36 | Tinggi
10 | Multi Ancaman 1 250 | Tinggi

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, saparatisme, atau
lainnya)

a) Penertiban Pertambangan Liar, Bangunan Liar (Tidak memiliki IMB), Gakda
21 (Larangan Pelacuran) dan Tempat Usaha yang tidak mempunyai izin
(Situ/HO).

b) Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Gangguan Trantibum
dimasyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan



VII.

Untuk kegiatan Operasi Kamtibmas, Jumlah pegawai 30 orang terdiri dari S2 1
orang, S1 3 orang dan SMA 26 orang. Status Kepegawaian PNS 10 orang,
Terdiri dari Golongan IV 1 orang, Golongan Il 3 orang dan Golongan Il 6 orang
serta Non PNS sebanyak 20 orang

. Penanggulangan dan Kendalanya

i Penanggulangan:

- Memberikan peringatan, melakukan Eksekusi, Pembongkaran, Penutupan
dan Penangkapan.

- Pendekatan secara Persuasif dan Represif apabila diperlukan serta
melakukan patroli dan merespon laporan masyarakat atau dari Dinas
Instansi terkait.

1 Kendalanya:

- Pengusaha tidak mau ditertibkan, adanya perlindungan dari masyarakat
serta memberikan perlawanan terhadap petugas.

- Pemda harus menyediakan lokasi/relokasi khusus bagi PKL dan
keterbatasan Personil serta sarana dan prasana.

. Keikutan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

TNI, Polres, Bagian Hukum, PSDAP dan BPPTPM
TNI, Polres, Disperindag dan Dinas Instansi terkait lainnya.

. Sumberdana dan Jumlah Anggaran

.Sumber Anggaran APBD Kabupaten Cianjur
Jumlah Anggaran Rp. 413.000.000

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten / Kota ada 3 jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan Pendidikan
Usia Dini, Pelayanan Dasar dan Pelayanan Pendidikan Kesetaraan.

Target dan Realisasi Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Pendidikian dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan
adalah 100% setiap tahun dengan realisasi pencapaian penerapan SPM
Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur pada Tahun sebesar 87%
dengan tabel sebagai berikut dibawah ini :

Target Realisasi
No | Pelayanan Pencapaian Capaian Capaian |Keterangan
Dasar (%) (%)
1 | Pendidikan | Jumlah ~ Anak | 100% | 74,83% | Dinas
AnakUsia |[Usia usia 5 - 6 Pendidikan
Dini Tahun di Kabupaten
Kabupaten Cianjur
Cianjur yang
sudah Tamat
dan sedang
belajar di PAUD
2 | Pendidikan Jumlah Anak 100% 99,56% | Dinas
Dasar Usia 7-15 Tahun Pendidikan
di Kabupaten Kabupaten
Cianjur yang Cianjur
sudah tamat dan
sedang belajar di
Sekolah Dasar
3 | Pendidikan Jumlah Anak 100% 86,62% | Dinas




Kesetaraan

Usia 7-18 Tahun
di Kabupaten
Cianjur yang

Pendidikan
Kabupaten
Cianjur

sudah tamat dan
sedang belajar
Pendidikan

Kesetaraan

B

Alokasi anggaran Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur dalam rangka penerapan dan pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut
a. APBD Kabupaten Cianjur - Rp. 45.631.387.161,-

b. Dana Alokasi Khusus : Rp. 38.698.814.000,-

Total Anggaran : Rp. 84.330.201.161,-

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
mendukung penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan pada Tahun 2019
sebanyak 134 orang.

. Bidang Urusan Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayan
Minimal Bidang Kesehatan berbagai jenis pelayanan dasar adalah Pelayanan
kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan kesehatan Ibu bersalin, Pelayanan kesehatan
bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan
kesehatan pada usia lanjut. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
dan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia ( Human ImmunodeficiencyVirus)

Target dan realisasi Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%
dengan realisisasi pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan di
Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 sebesar 99,77%.dengan Tabel sebagai
berikut dibawah ini:

- . Target Realisasi
Jenis Pelayanan Indikator . :
No . Capaian Capaian Keterangan
Dasar Pencapaian
(%) (%)

1 | Pelayanan Jumlah ibu {100,00% 95,51% Dinas
kesehatan hamil yang Kesehatan
ibu hamil mendapatkan Kabupaten

pelayanan Cianjur
antenatal sesuai

standar di

Kabupaten

Cianjur dalam

kurun waktu

satu tahun

2 | Pelayanan Jumlah Ibu |100,00% 94,98% Dinas
Kesehatan bersalin yang Kesehatan
Ibu Bersalin mendapatkan Kabupaten

pelayanan Cianjur




persalinan

sesuai  standar
fasilitas
pelayanan
kesehatan di
Kabupaten
Cianjur
kurun

satu tahun

dalam
waktu

Pelayanan
Kesehatan
Bayi Baru
Lahir

Jumlah bayi
baru lahir usia
0-28 hari di
Kabupaten
Cianjur yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir sesuai
standar  dalam
kurun waktu
satu tahun

100,00%

103,75%

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Cianjur

Pelayanan
Kesehatan
Balita sesuai
standar

Jumlah Balita
usia 12-23 bulan
yangmendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai standar +
Jumlah bayi
Usia 24-35
bulan
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar +
balita usia 36-59
bulan
mendapatkan
pelayanan
sesuai standar

100,00%

100,28%

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Cianjur

Pelayanan
Kesehatan pada
usia

Pendidikan
Dasar sesuai
standar

Jumlah anak

usia pendidikan

dasar yang

mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

yang ada
di Kabupaten

Cianjur

dalamkurun
Waktu satu
tahun ajaran

100,00%

100,00%

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Cianjur

Pelayanan
Skrining
Kesehatan pada
usia produktif
Usia (15-59)

Jumlah

orang
Usia 15-59

Tahun di

Kabupaten
Cianjur yang

100,00%

100,00%

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Cianjur




sesuai standar

Kabupaten
Cianjur
berdasarkan
angka
prevalensi

Kabupaten

yang berada di

dengan

tahunsesuai mendapatkan
standar pelayan skrining
kesehatan
sesuai standar
Kurun waktu
satu tahun
Pelayanan Jumlah warga 100,00%| 100,00% Dinas
Skrining pada negara berusia Kesehatan
Usia lanjut 60 tahun atau Kabupaten
60 tahun Lebih yang Cianjur
ke atas mendapatkan
sesuai skrining
standar kesehatan
Sesuai standar
Minimal 1 kali
yang ada
di Kabupaten
Cianjur dalam
Kurun waktu
satu tahun
Pelayanan Jumlah | 100,00% 100,00% Dinas
kesehatan penderita Kesehatan
penderita hipertensi usia > i Kabupaten
hipertensi 15 tahun yang Cianjur
sesuai Berada di
standar Kabupaten
Cianjur
dengan
berdasarkan
angka
prevalensi
Kabupaten
Cianjur
dalam
Kurun waktu
Satu tahun
Pelayanan Jumlah 100,00%| 100,00% Dinas
kesehatan penderita Kesehatan
penderita diabetes melitus Kabupaten
diabetes
melitus usia > 15 tahun Cianjur




Cianjur  dalam
kurun waktu
satu tahun

10 | Pelayanan Jumlah ODGJ | 100,00%]| 100,28% Dinas
Kesehatan berat di wilayah Kesehatan
ODGJ Berat kerja Kabupaten Kabupaten
sesuai standar Cianjur yang Cianjur

mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
dalam kurun
waktu satu
tahun

11 | Pelayanan Jumlah  orang [ 100,00%| 102,48% Dinas
kesehatan orang terduga TBC Kesehatan
terduga TBC yang dilakukan Kabupaten
sesuai standar pemeriksaan Cianjur

penunjang
dalam kurun
waktu satu
tahun.

12 | Pelayanan Jumlah  orang | 100,00%| 100,00% Dinas
kesehatan orang dengan  risiko Kesehatan
dengan risiko terinfeksi  HIV Kabupaten
terinfeksi virus yang Cianjur
yang mendapatkan
melemahkan pelayanan
daya tahan sesuai standar
tubuh manusia dalam kurun
(Human waktu satu
Immunodeficien tahun

cy Virus)




Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
dalam rangka penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp. 1.653.300.000,00 yang

berasal dari APBD Kabupaten Cianjur dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.649.478.131,00 dan mendapatkan capaian sebesar 99,77%.
Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan yang mendukung

penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Tahun 2019 sebanyak 1.117 orang
PNS dan sebanyak 534 Non PNS.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan vyaitu Pemenuhan
kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan
air limbah domestik;

Target dan Realisasi Capaian kinerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan
adalah 100% dengan realisasi pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan
Pekerjaan Umum di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 sebesar
64,69%.dengan tabel sebagai berikut

Jenis
Pelayanan Indikator
No Capaian Capaian Keterangan
Dasar Pencapaian
(%) (%)

1 Pemenuhan | Jumlah | 10000% | 83.99% | Dinas
Kebutuhan Air Rumah Perumahan
Minum sehari- Tangga yang Kawasan
hari mendapatkan Permukiman

akses dan
terhadap air Pertanahan
minum melalui Kabupaten
SPAM Cianjur
2 | Penyediaan Jumlah rumah 100,00% 45,39% Dinas
pelayanan yang memiliki Perumahan
pengolahan akses Kawasan
air limbah pengolahan Permukiman
berupa septi dan
domestik tank + jumlah Pertanahan
rumah yang Kabupaten
lumpur Cianjur
tinjanya telah
di olah di IPLT
+ jumlah
rumah yang
memiliki
sambungan
rumah dan air




limbahnya
diolah di
IPALD

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam rangka pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Cianjur yang bersumber dari:

a. APBD Kabupaten Cianjur :Rp.  9.150.000.000,-
b. Dana Alokasi Khusus :Rp. 11.319.960.000,-
c. Dana Alokasi Umum :Rp. 1.107.793.000,-

Total Alokasi Anggaran :Rp. 21.577.753.000,-

Berdasarkan wuraian diatas bahwa Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
anggaran yang terealisasi sebesar Rp.19.672.072.942,- dari alokasi anggaran
sebesar Rp.21.577.753.000,- dan mendapatkan capaian sebesar 91,17% dari
target 100%

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebanyak 15 orang

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota
dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Target dan realisasi Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan target capaian kinerja pemerintahan
dalam pelayanan adalah 100 (%) dan realisasinpencapaian penerapan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019
sebesar 0 %. Dengan tabel sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Indikator Targ‘et Real|§a5|
No - Capaian Capaian Keterangan
Dasar Pencapaian
(%) (%)

1 | Penyediaan dan | Jumlah unit 100 0 Perumahan
Rehabilitasi rumah korban Kawasan
rumah yang | bencana di Permukiman
layak huni bagi | Kabupaten dan
korban bencana | Cianjur  yang Pertanahan
Kabupaten /Kota | ditangani Kabupaten

dalam kurun Cianjur
waktu satu
tahun

2 | Fasilitasi Rumah 100 0 Perumahan
penyediaan Tangga Kawasan
rumah yang penerima Permukiman
layak huni bagi | fasilitas dan
masyarakat penggantian Pertanahan




yang terkena
relokasi program
pemerintah
daerah
Kabupaten /
kota

hak atas
penguasaan
tanah dan/atau
bangunan +
rumah tangga
penerima

Kabupaten
Cianjur

subsidi uang
sewa + Rumah
Tangga
penerima
penyediaan
rumah layak
huni

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam rangka pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp. O

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur sebanyak 12 orang terdiri dari PNS 9 orang dan
Non PNS 3 orang.

Umum dan

Bidang Urusan Ketertiban

Masyarakat

Ketentraman, Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Pelayan Minimal Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Pelayanan Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban
Kebakaran;

Target dan realisasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja
pemerintahan dalam pelayanan adalah 100% dan realisasi pencapaian
penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 sebesar 63,02%.
Dengan tabel sebagai berikut :

Jenis Target Realisasi
Indikator
No| Pelayanan Capaian | Capaian Keterangan
Dasar Pencapaian (%) (%)

1] Pelayanan Jumlah warga 100& 100% [ Satuan Polisi
Ketertiban yang memper- Pamong
Dan Ketertiban | oleh layanan Praja
Umum akibat dari dan

Penegakan
hukum perda Pemadam
dan perkada di Kebakaran
Kabupaten/Kota

2 | Pelayanan Jumlah Warga 100% 15% Badan




informasi Negara yang Penanggulan
rawan bencana | memperoleh gan Bencana
layanan Daerah
informasi rawan Kab.Cianjur
bencana
3 | Pelayanan Jumlah  Wargal 100% 0,10% Badan
pencegahan Negara yang Penanggulan
dan memperoleh gan Bencana
kesiapsiagaan | layanan Daerah
terhadap pencegahan Kab.Cianjur
bencana dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana
4 | Pelayanan Jumlah  Wargal] 100% 100% Badan
penyelamatan | Negara yang Penanggulan
dan evakuasi | memperoleh gan Bencana
korban layanan Daerah
bencana penyelamatan Kab.Cianjur
dan evakuasi
korban bencana
5 | Pelayanan Jumlah  Wargal] 100% 100% Satuan Polisi
penyelamatan | Negara yang Pamong
evakuasi memperoleh Praja dan
korban layanan Pemadam
kebakaran penyelamatan Kebakaran
dan Evakuasi Kab. Cianjur
korban
kebakaran

Alokasi anggaran tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur dalam rangka pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban, Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cianjur yang bersumber pada APBD upaten
ianjur sebesar Rp.1.103.000.000,00 dan mendapatkan capaian sebesar 100% dar
target 100%.

Alokasi anggaran tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Cianjur yang bersumber pada APBD Kabupaten Cianjur sebesar
Rp.3.401.353.850,00 realisasi Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
3.240.418.500,00 dan mendapatkan capaian sebesar 95,27% dar target 100%.

Dukungan Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebarakan Kabupaen Cianjur yang terkait dalam rangka pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban, Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cianjur yaitu sebanyak 325 orang dan
dukungan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur



dalam rangka penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebanyak 50 orang

Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
di Provinsi dan Kabupaten / Kota adalah Rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitais sosial dasar anak terlantar di luar
panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar dan Perlindungan
dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana daerah Kabupaten/Kota

Target dan realisasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dengan
target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)
dengan pencapaian penerapan SPM Bidang Ketentraman,Ketertiban, Umum dan
Perlindungan Masyarakat KabupatenCianjur pada Tahun 2019 sebesar
60,70%. Dengan tabel sebagai berikut :

Jenis . Target Realisasi
No Pelayanan Indlkatqr Capaian Capaian | Ket
Pencapaian
Dasar (%) (%)
Dinas
1 |Rehabilitasi Jumlah 100% 41,50% | Sosial
sosial dasar | penyandang Kab.
penyandang disabilitas Cianjur
disabilitas terlantar  di luar
terlantar di luar panti yang
panti mendapatkan
pelayanan
rehabilitasi sosial
dasar
Dinas
2 |Rehabilitais Jumlah anakl 100% 100% | Sosial
sosial dasar |terlantar  di luar Kab.
anak terlantar | panti yang Cianjur
di luar panti mendapat
pelayannan
rehabilitasi sosial
dasar
Dinas
3 | Rehabilitasi Jumlah lanjut 100% 0% Sosial
Kab.
Social dasar usia terlantar Cianjur
usia lanjut di luar panti
terlantar di yang mendapat
luar panti pelayanan
rehabilitasi sosial
dasar
Dinas
4 | Rehabilitasi Jumlah 100% 62,00% Sosial




VIII.

sosial dasar
Tuna sosial
khususnya
gelandangan
dan pengemis
diluar panti

gelandangan
dan pengemis

di luar panti
yang mendapat
pelayanan
rehabilitasi sosial

Kab.
Cianjur

dasar

100% 100% Dinas Sosial

Kab. Cianjur

korban
yang

5 | Perlindungan Jumlah
dan jaminan| bencana
sosial padal mendapat
saat dan| perlindungan
setelah dan jaminan
tanggap sosial pada saat
darurat dan setelah
bencana bagi |tanggap daruraf
korban bencana
bencana
daerah
Kabupaten/Kot
a

Alokasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam
rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Cianjur yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp.
2.391.978.750,00 dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Urusan Sosial anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.160.468.250,- dan
mendapatkan capaian sebesar 90,32% dari target 100%.

Jumlah Pegawai yang mendukung penyelenggaraan Urusan Bidang
Sosialsebanyak 46 orang.

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian
keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah
secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala
Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Pembangunan berbasis kinerja dengan pendekatan manajemen, yang
diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik (good
governance). Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak. Salah satu Prinsip good governance di mana
salah vyaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting



dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai

Komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membangun akuntabilitas
kinerja dengan pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong
pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada
perbaikan pelayanan publik. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kkinerja
(Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Untuk mengukur ketercapaian kinerja dan kriteria penilaian menggunakan
skala:Ketercapaian kinerja dengan kode tercapai dan tidak tercapai.

2) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
Pengukuran target kinerja dari kinerja utama yang telah ditetapkan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria
penilaian yang diuraikan dalam tabel 8.23 selanjutnya akan dipergunakan untuk
mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur selama tahun 2019. Berdasarkan
hasil reviu RPJMD yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2018
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 23 (dua puluh tiga)
indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 adalah tercapai 65,22 (65%) dan tidak tercapai 34,78 (35%).
Dengan demikian : bahwa 65.22% target kinerja IKU Kabupaten Cianjur
sudah mencapai/melebihi target yang tela ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
a) Infrastruktur
1. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

Capaian kinerja Persentase kondisi mantap jalan kabupaten tahun 2019
mencapai 62,33% atau 109,35% dari target 57,00%. Realisasi persentase
kondisi mantap jalan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari
tahun sebelumnya yaitu 10,26%.

Tercatat jalan yang berkondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
sudah mencapai 62,33% atau sudah sepanjang 832,211 km sedangkan jalan
yang berkondisi tidak mantap (kondisi rusak dan rusak berat) sebesar 38,67%
atau masih ada sepanjang 503,060 km. Pada tahun 2019 Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya peningkatan kapasitas jalan dari
tahun sebelumnya sepanjang 154,420 Km. Walaupun demikian masih banyak
hambatan dalam berbagai hal dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Cianjur menuju 65% jalan mantap. dalam
mewujudkan kondisi jalan mantap kabupaten;.

2. Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan
masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yang ditandai dengan meluncurkan program agenda nasional 100% Akses
Universal Air Minum dan Sanitasi pada 2019. Sebagai gambaran, akses
layanan air layak minum di Indonesia kini baru mencapai 72%. Artinya, masih
dibutuhkan kerja keras semua stake holder untuk menutupi kekurangan
sebesar 28%.



Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 mencapai 76,37% atau
100,17% dari target 76,24%. Hal tersebut mengalami peningkatan 1,81% dari
tahun sebelumnya.

3. Persentase Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
menyebutkan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan
serta kesehatan penghuninya. Sedangkan Menurut BPS derajat kelayakan
rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu kualitas fisik rumah dan
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3
variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas;
sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas
lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang
air besar (WC).

Capaian kinerja persentase rumah layak huni tahun 2019 mencapai
84,21% dari target 83,95% di tahun 2018. Persentase rumah layak huni tahun
2019 memang sudah mencapai target yang telah ditentukan, Jumlah Rutilahu
yang sudah terbangun pada tahun 2019 juga sudah mencapai 1200 unit.
Namun gambaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Cianjur masih
terhitung cukup banyak, karena keterbatasan ekonomi sebagian masyarakat,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni belum dapat
terpenuhi.

b) Lingkungan Hidup

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa
ditunda lagi dan menjadi tanggung jawab seluruh insan di muka bumi. Upaya
pemerintah utuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa
harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun
program pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan pembangunan
berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misi pertama RPJMD Kabupaten
Cianjur, bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur akan meningkatkan
pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
1. Indeks kualitas pencemaran air

Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi
mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global yang dihadiri
oleh 193 kepala negara. Salah satu tujuan dalam SDGs tersebut adalah
memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih berkelanjutan bagi
semua dengan target akan memperbaiki kualitas air dan mengurangi polusi,
menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan
kimia dan materi berbahaya, mengurangi substansial meningkatkan daur
ulang dan penggunaan ulang yang aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur
menetapkan indikator indeks kualitas pencemaran air sebagai salah satu
bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Tahun 2018,
capaian indeks kualitas pencemaran air hanya mencapai 20 poin. Pada tahun
2019, capaian indeks kualitas pencemaran air menjadi 59,41 cukup
melampaui dari target yang ditentukan yaitu 25 poin.Pemerintah Kabupaten
Cianjur telah melakukan Pemeriksaan mutu/kualitas air dilakukan untuk 24



titik sungai dengan beragam kondisi/kelas diantaranya memenuhi Baku Mutu:
sebanyak 2 sungai, Cemar ringan sebanyak 22 sungai dan Cemar sedang
tidak ada.

2. Indeks Kualitas Pencemaran Udara

Hasil perhitungan indeks kualitas pencemaran udara pada Tahun 2019
yaitu 93,51 sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
mengalami penurunan, pada tahun 2018 indeks kualitas pencemaran udara
97,72, tetapi berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian
pencemaran udara, kualitas udara di Kabupaten Cianjur masih terjaga dengan
baik dengan arti udara masih baik memenuhi baku mutu diatas target
nasional.

3. Indeks Tutupan Lahan

Capaian kinerja Indeks Tutupan lahan pada tahun 2019 hanya
mencapai 63,04% dari target yang ditetapkan tahun 2019 63,09% namun
capaian terhadap target akhir RPJMD sudah mencapai 99,85%.

Keagamaan

Upaya pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur yang lebih
maju dan agamis terus dilakukan melalui berbagai program keagamaan.
Pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur tersebut, dilaksanakan
dalam 7 (tujuh) program keagamaan, yaitu : Gerakan shalat berjamaah, Gerakan
ashar mengaji, Gerakan mencintai anak yatim, Gerakan aku suka shodaqgoh,
Gerakan peduli fakir miskin, Gerakan cianjur anti maksiat, Gerakan mewujudkan
kampung peradaban keluarga berakhlakul karimah.

Dari ketujuh program keagamaan tersebut terdapat 3 (tiga) program yang
dapat diukur pencapaiannya melalui capaian zakat infag shodaqoh sebagai
berikut :

1. Persentase penerimaan zakat infag sodaqoh

Capaian zakat infag sodaqoh pada tahun 2019 hanya mencapai
75,69% atau 91,60% dari target 82,64%. Realisasi penerimaan Zakat Infaq
Shodagoh Tahun 2019 sebesar 18.628.633.534,00 mengalami penurunan
615.858.396,00 dari tahun sebelumnya yang dikarenakan sudah banyak
mudzaki yang menyampaikan langsung zakat infaq shodagohnya kepada
mustahik dan tidak lagi melalui baznas.

2. Jumlah Konflik Antar Umat Beragama

Dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama berbagai
macam konflik antar umat beragama dan antar sesama agama yang
sepertinya masih terus saja menjadi ancaman, sehinga suasana kehidupan
kerukunan beragama di negara kita merupakan suatu kondisi yang harus
diciptakan bersama-sama dimana kehidupan yang harmonis yang menjadi
arah kehidupan masih sulit tercipta untuk dapat mewujudkan kehidupan
bangsa yang harmonis dan toleran.

Menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur
berupaya mempertahankan kehidupan yang harmonis antar umat beragama
dan mendukung sal ah satu program

yaitu

Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur dengan
menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beraganma di
Kabupaten Cianjur. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali dan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Kabupaten Cianjur berhasil
mempertahankan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama
diwilayahnya bahwa realisasi jumlah konflik antar umat beragaman berjumlah



0 (Nol) yang artinya Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 tidak terdapat
konflik antar umat beragama yang saat ini kerukunan umat beragama terjalin
dengan harmonis, atau bisa terjalin harmonis.

d) Pendidikan
Capaian indeks pendidikan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 yaitu
0,5651 mengalami peningkatan 0,0035 poin dari tahun sebelumnya, namun
belum memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu 0,5828 poin. Salah
satu kompenen perhitungan indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah..
e) Kesehatan
Capaian Indeks kesehatan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019
mengalami peningkatan 0,0032 poin dari tahun sebelumnya dan telah mencapai
target kinerja yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target provinsi
Jawa Barat, capaian indeks kesehatan Kabupaten Cianjur baru mencapai
97,18% (target provinsi Jawa Barat : 0,7900). Salah satu komponen perhitungan
indeks kesehatan adalah angka harapan hidup.
f) Iklim Usaha dan Infestasi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana naiknya
pendapatan yang disebabkan oleh produk perdagangan dan jasa. Pertumbuhan
ekonomi Cianjur dari tahun 2017-2019 rata-rata tumbuh sebesar 5,82 persen.
Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Cianjur mencapai 5,47 persen lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,07
persen.
g) Ekonomi Sektor Agribisnis dan Pariwisata
Struktur perekonomian Cianjur tahun 2019 masih didominasi oleh
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; diikuti Lapangan Usaha
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor; Transportasi
pergudangan; dan Konstruksi; dengan peran masing masing sebesar 31,98
persen, 16,89 persen, 9,79 persen dan 8,23 persen.
Untuk mengukur sasaran meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan
pariwisata ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
1. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai Rp. 14,780 Milyar
atau 112,52% dari target Rp. 13,135 Milyar dan sudah mencapai 104,18%
dari target akhir RPJMD.Pencapaian nilai PDRB sektor pertanian tersebut
didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan produksi pertanian,
peternakan, dan perkebunan.
2. Nilai PDRB Sektor Pariwisata
Nilai PDRB sektor ariwisata Kabupaten Cianjur mencapai Rp. 4,809 Milyar
atau 136,54% dari target Rp. 3,522 Milyar dan 126,42% dari target akhir
RPJMD. Sektor pariwisata merupakan salah satu core business
pembangunan Kabupaten Cianjur
3. Nilai PDRB Sektor Pertanian
Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai Rp. 14,780 Milyar
atau 112,52% dari target Rp. 13,135 Milyar dan sudah mencapai 104,18%
dari target akhir RPJMD.
h) Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)
Paritas daya beli pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi
Rp. 8,290 Juta dari Rp. 7,874 Juta pada tahun sebelumnya dan sudah hampir
mencapai target akhir RPIJMD. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci
pencapaian peningkatan paritas daya beli. Tahun 2019 terdapat 82,11%
koperasi aktif dan 61,8% pasar rakyat yang representative.



)

k)

Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator pembangunan di RPJMN, skor Pola Pangan Harapan (PPH)
telah menjadi salah satu indikator perencanaan pembangunan nasional dan
indikator outcome dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2016-2019.
Dan sesuai dengan UU, skor PPH juga dimasukkan ke dalam dokumen
perencanaan jangka menengah di tingkat daerah seperti RPJMD. Berdasarkan
RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, target skor PPH tahun 2019
adalah sebesar 71, dengan realisasi sebesar 74,7 atau 105,2 persen dari target.
Penduduk Miskin

Capaian tahun 2019 tersebut mencapai 105,96% dari target 9,73% atau
104,60% dari target akhir RPIMD sebesar 9,57%. Persentase penduduk miskin
di Kabupaten Cianjur tersebut memang masih lebih banyak dari rata-rata
persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, namun penurunan
persentase penduduk miskin pada tahun ini jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa
Barat

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami
penurunan yang sangat signifikan dari 9,81% pada tahun 2018 menjadi 9,15%
pada tahun 2019 dan bahkan telah melampaui target akhir RPIJMD

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu acuan bagi

Kabupaten Cianjur untuk membuka lapangan kerja baru. Pada tahun 2019,
tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur mencapai 9,72% atau
104,14% dari target 10,14% dan dengan pencapaian 103,90% dari target akhir
RPJMD.

Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan
Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan penyelenggara pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku penyelenggaran pelayanan publik
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan bahwa
keinginan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Pada tahun 2019 telah
dilaksanakan survey kepuasan masyarakat pada seluruh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan capaian 82,14 poin atau
96,64% dari target 85 poin
Opini BPK
1. Opini BPK
Capaian predikat WDP merupakan capaian predikat yang memang tidak
terlalu baik untuk Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019, meskipun selama
empat tahun terakhir terus mendapatkan opini WTP. Ini menjadi bahan
evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pemerintahan berkaitan pengelolaan
keuangan agar tahun berikutnya dapat kembali meraih WTP.

2. Nilai LPPD
Pada tahun 2019, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah memperoleh nilai 3,246 atau 107,03% dari target 3,0328 dan
mengalami peningkatan signifikan 0,21 poin dari tahun sebelumnya bahkan
sudah melampaui target akhir RPJMD. Nilai Evaluasi SAKIP

3. Nilai Evaluasi SAKIP
Indikator selanjutnya adalah Nilai Evaluasi SAKIP. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Nilai Maturitas SPIP

Indikator selanjutnya adalah Nilai Maturitas SPIP. Di dalam RPJMN 2015-
2019, Presiden Joko Widodo menetapkan target Tingkat Kematangan SPIP
level 3 pada tahun 2019. Tingkat kematangan SPIP atau maturitas SPIP pada
tahun 2019 hanya mencapai 2,7 poin dan belum mencapai target, namun
mengalami peningkatan 0,4 poin dari kondisi tahun 2018 sebesar 2,3 poin

4) Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan
Jangka Menengah

Capaian kinerja dibandingkan dengan
target dalam Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2019

Capaian
Tahun
. Target 2019
No |T<dilnkeart'gr Satuan Akhir Terhadap Ket
J RPJMD | Target
Akhir
RPJMD
Infrastruktur.
Persentase
1 !<ond|5| mantap % 65 95,89 Ter-_
jalan capai
kabupaten
Persentase
ketersediaan
9 air baku u_ntuk % 68,87 91,32 Te_rca
memenuhi pai
kebutuhan
masyarakat
Persentase Ter-
3. Rumah Layak % 84,25 99,95 .
. capai
Huni
lingkungan
hidup
Indeks
1 kualitas poin 55 108,01 Ter-.
pencemaran capai
air
:(nuda?iligs . Tidak
2. Poin 97,72 95,7 Ter-
pencemaran capai
udara
Indeks
Lipaper
3. % 63,13 99,85 Ter-
capai
Keagamaan
Persentase Tidak
1. penerimaan % 100 75,69 Terca
zakat infaq ;
dan sodagoh pal




Jumlah

2 konflik antar % 0 100 Ter-_
umat capai
beragama

Pendidikan
Indeks Tidak
1 pendidikan Poin | 06045 | 9348 Terca
pai
Kesehatan
1 Indeks Indeks | 07686 | 99,89 Ter-
kesehatan capai
Iklim usaha dan investasi
Nilai Investasi Rp. Ter-
L PMA/PMDN Triliun 1,82 96.7 capai
Ekonomi sektor agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB

1. sektor Rp. 2445 | 12764 | TErCR
industri Milya pai
pengolahan
Nilai PDRB

2 sektor Mﬁpé 3,804 126,42 C;eréi
Pariwisata y P
Nilai PDRB

3 sektor Mﬁpé 14,186 | 104,18 Te;ﬁa
Pertanian y P

Paritas daya
beli
Purchasing

4 Power Parity | o) juta | 8,304 99,83 Ter-
(Paritas Daya capai
Beli)

Ketahanan pangan
Masyarakat
Skor pola
1. pangan Poin 73 Ter-.
capai
harapan
Penduduk Miskin
Persentase
Ter-
1. penduduk % 9,57 104,6 .
o capai
miskin
Tingkat
Ter-
2. pengangguran % 10,1 103,9 .
capai
terbuka
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Nilai Indeks
Kepuasan Tidak

1. Masyarakat Poin 95,07 86,4 Ter-

terhadap .
capai

Pelayanan

publik
Opini BPK

Tidak
1. Opini BPK Opini WTP - Ter-
capai
o . Ter-
2. Nilai LPPD Poin 3,0376 106,86 .
capai
Tidak

3 Nilaievaluasi | = poin | gg13 | 7215 Ter-
SAKIP capai

o _ Tidak
4 Nilai maturitas Poin 3 90 Ter-

SPIP

capai




5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang
telah dicapai

Dari 12 (dua belas) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPIJMD Kabupaten Cianjur,
terdapat 8 (del apan) sasaran yang indikator

penyerapan anggaran <100%, yaitu :

Analisis Efisiensi Anggaran

Tahun 2019
No. Sasaran Capaian % Tingkat | Jumlah Efisiensi
Penyerapan|Efisiensi (Rp)
Kinerja | Anggaran
(%) (%)
1 | Meningkatnya 103,277 88,54 11,46 67.731.561.687,00
pembangunan infrastruktur
daerah
2 | Meningkatnya kelestarian 144,41 89,97 10,03 1.905.152.167,00
Lingkungan hidup
3 | Meningkatnya sikap dan 95,80 99,19 0,81 22.502.500,00
Perilaku masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai
akhlak mulia
4 | Meningkatnya derajat 96,96 92,28 7,72 28.905.262.823,00
Pendidikan masyarakat
5 | Meningkatnya derajat 100,34 91,16 8,84 64.039.840.602,96
Kesehatan masyarakat
6 | Meningkatnya iklim usaha 101,15 93,26 6,74 104.766.560,00
7 | Meningkatnya ekonomi 128,97 96,35 3,65 1.196.687.652,00
Sector agribisnis dan
pariwisata
8 | Terwujudnya kemandirian 103,75 93,88 6,12 572.057.049,00
ekonomi daerah berbasis
kerakyatan
9 | Mantapnya ketahanan 105,21 | 99,72 0,28 7.623.310,00
Pangan masyarakat
10| Menurunnya 100,905 | 97,57 2,43 315.072.009,00
angka
kemiskinan
11 | Meningkatnya 96,64 89,72 10,28 6.004.072.966,00
pelayanan
publik yang
transparan
dan akuntabel
12 | Meningkatnya 120,51 86,83 13,17
penyelenggara 10.710.633.886,00
an tata kelola
pemerintahan
yang baik
Jumlah 181.515.233.211,96




6) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Perbandingan
Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Tahun 2019

L

1.1.1 | Meningkatny 1 Program | 346.242.275.890,00 | 297.919.107.478,00 | 86,04

a cakupan pembang
pelayanan unan
infrastruktur jalan,
daerah jembatan
dan
trotoar

2 | Program | 120.930.967.796,00 | 111.184.926.179,00 | 91,94
rehabilita
si/
pemeliha
raan
jalan,
jembata
n,
trotoar,
saluran
drainase
/gorong-
gorong

3 | Program 7.013.470.000,00 6.760.466.646,00 96,39
Pemban
gunan
dan
Rehabilit
asi
Sarana,
Prasaran
a dan
Fasilitas
Perhubu
ngan
4 | Program 1.193.750.000,00 962.826.893,00 | 80,66
Peningk
atan
Kelaikan
Pengope
rasian
Kendara
an
Bermoto
r
5 | Program 1.249.000.000,00 1.240.127.350,00 | 99,29
Peningk
atan
Pelayan
an
Angkuta
n dan
Pengam
anan
Lalu
Lintas
6 | Program 525.000.000,00 519.618.000,00 | 98,97
Pembina
an Jasa
Konstruk



10

11

si, Bina
Teknik
dan
Penataa
n Ruang
7 | Program
Pengem
bangan
dan
Pengelol
aan
Jaringan
Irigasi,
rawa,
dan
jaringan
pengaira
n,
Konserv
asi
Sungai,
Danau
dan
Sumber
Daya Air
Lainnya
8 | Program
penyedia
an dan
pengelol
aan air

baku

Program 21.722.175.555,00
Pengem
bangan
Kinerja
Air
Minum,
Sanitasi
dan Air
Limbah
Program
Lingkung
an Sehat
dan
Perumah
an
Program
Perenca
naan,
Pemanfa
atan dan
Pengend
alian
Tata
Ruang

62.873.571.915,00

625.604.750,00

Total Realisasi Anggaran Sasaran 1

121

Meningkatny
a kualitas
lingkungan
hidup

12

590.778.096.951,00
Program 2.025.557.000,00
Pengend
alian
Pencema
ran,
Perusaka
n
Lingkung

26.474.478.495,00

1.927.802.550,00

19.731.939.442,00

59.480.485.067,00

620.744.552,00

523.046.535.264,00

1.820.244.784,00

22.946.459.443,00

1.679.834.214,00

86,67

87,14

90,84

94,60

99,22

88,54

89,86



an Hidup
dan
Konserva
si SDA

13 | Program 7.733.508.470,00
Pengelol
aan
Ruang
Terbuka
Hijau

14 ' Program 575.945.000,00
Pengelol
aan
Areal
Pemaka
man

15 Program 8.655.795.499,00
Pengelol
aan
Persamp
ahan
dan
Limbah

Total Realisasi Anggaran Sasaran 2 18.990.805.969,00

7.443.484.238,00

523.810.005,00

7.298.114.775,00

17.085.653.802,00

96,25

90,95

84,31

89,97



2.1.1 Meningkatny |16 | Program 943.739.000,00 936.156.500,00 | 99,20
a sikap dan Penunjan
perilaku g
masyarakat Kegiatan
yang Keagama
menjunjung an
tinggi nilai-
nilai akhlak
mulia
17 | Program 1.850.000.000,00 1.835.080.000,00 | 99,19
Pengem
bangan
Wawasa
n
Kebangs
aan dan
Pendidik
an Politik
Masyara
kat
Total Realisasi Anggaran Sasaran 3 2.793.739.000,00 2.771.236.500,00 | 99,19

3.1.1 | Meningkatny |18 @ Program 7.596.091.903,00 6.083.224.123,00 @ 80,08
a derajat Pendidik
pendidikan an Anak
masyarakat Usia Dini
dan
Pendidik
an Non
Formal
19 | Program 92,61
Wajib 358.501.719.355,00 | 331.996.268.189,00
Belajar
Pendidik
an Dasar
Sembila
n Tahun
20 | Program 2.637.845.000,00 1.991.237.940,00 @ 75,49
Manajem
en
Pelayan
an
Pendidik
an dan
Peningk
atan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependi
dikan
21 | Program 325.000.000,00 298.000.000,00 | 91,69
Pengelol
aan
Kekayaa
n
Budaya
22 | Program 565.683.000,00 562.568.147,00 | 99,45
Pengem
bangan
Budaya
Baca
dan
Pembina
an
Perpusta



23

kaan

Program
Pengem
bangan

kepemud
aan dan
olahraga

Total Realisasi Anggaran Sasaran 4

3.1.2

Meningkatny |24

a derajat
kesehatan
masyarakat

25

26

27

28

Program
Obat dan
Perbekal
an
Kesehata
n

Program
Upaya
Kesehat
an
Perorang
an dan
Kesehat
an
Masyara
kat
Program
Promosi
Kesehat
an dan
Pemberd
ayaan
Masyara
kat
Program
Pencega
han,
Pembera
ntasan
Penyakit
dan
Kesehat
an
Lingkung
an
Program
Pengada
an
Peningk
atan dan
Perbaika
n Sarana
dan
Prasaran
a
Kesehat
an Dasar
dan
Rujukan

4.651.226.278,00 4.441.004.314,00 | 95,48

92,28
374.277.565.536,00 | 345.372.302.713,00

21.887.697.225,00 20.927.509.979,00 | 95,61

92,25
535.901.942.286,08 | 494.369.062.595,12
925.000.000,00 925.000.000,00 | 100,0
0

1.103.300.000,00 1.100.500.000,00 | 99,75

84,60
123.734.904.545,00 | 104.684.681.833,00



35

29

36

37

31

38

39

Program
Peningk
Promosi
Wisata
serta
Kemitraa

sy
s

n_dan

Program
Pengem
bangan,
Pengelol
aan
Sumber
Daya
Kelautan
Masyara
kat
Pesisir
Prograi
BdAlem

n

Program
Pemberd
ayaan
Penyulu

Lapanga

n
Program

— _PE ﬁé@@
Total Realisasi Anggaran Sasgkan 5

3.21

Meningkatny
a kualitas
iklim usaha
dan

investasi

32

40

Produksi
piRlla
BeliRRs
G
e
RBiisasi
theaanag
gan
i
oKk
Program
. Peningk
"atan
Produksi
Pertania
n/
Perkebu
nan

Total Regfisiapisinggaran Saseatai

3.2.3

dan

nariwisata
Terwujudnya

kemandirian
ekonomi
daerah
berbasis
kerakyatan

41

Menenga

Brogram
peningkat
an
keberday
aan
masyarak
at
perdesaa

5.775.818.212,00

1.692.856.000,00

1.511.213.000,00

539.200.000,00

2.929.000.000,00

32.844.233.000,00

2.734.000.000,00

4.630.000.000,00

724.534.108.268,08

1.555.374.300,00

9.843.303.446,00

32.800.811.154,00

949.643.000,00

4.017.055.632,00

1.632.967.900,00

1.184.485.950,00

510.665.000,00

2.865.158.784,00

32.464.827.210,00

2.644.592.100,00

4.161.160.512,00

660.494.267.665,12

1.450.607.740,00

9.712.669.487,00

31.604.123.502,00

945.511.500,00

69,55

96,46

78,38

94,71

97,82

98,84

96,73

89,87
91,16

93,26

98,67

96,35

99,56



42 | Program
Pemberd
ayaan
Pengem
bangan
Koperasi
, Usaha
Mikro
Kecil dan
Meneng
ah

43 | Program
Peningk
atan
Efisiensi
Perdaga
ngan
dalam
negeri,
perlindun
gan
konsume
n,
pengam
anan
perdaga
ngan
dan
pembina
an PKL

Total Realisasi Anggaran Sasaran 8

3.2.4 | Meningkatny 44 | Program

a ketahanan Peningka

pangan tan

masyarakat Ketahana
n Pangan

Total Realisasi Anggaran Sasaran 9

3.3.1 | Menurunnya 45 |Program
angka Penanga
kemiskinan nan

Penyand
ang
Masalah
Kesejaht
eraan
Sosial
(PMKS)
46 | Program
Pemberd
ayaan
Kelemba
gaan
Kesejaht
eraan
Sosial

500.000.000,00

7.899.204.400,00

9.348.847.400,00

2.743.400.000,00

2.743.400.000,00

2.285.454.150,00

439.525.000,00

422.041.873,00

7.409.236.978,00

8.776.790.351,00

2.735.776.690,00

2.735.776.690,00

2.269.405.150,00

84,41

93,80

93,88

99,72

99,72

99,30

439.065.000,00 | 99,90



Total

34.1

Realisasi

47

48

49

50

51

52

53

Meningkatny | 54
a pelayanan
publik yang
transparan
dan
akuntabel

55

Program
Peningk
atan
Kualitas,
Produktif
itas dan
Kesemp
atan
kerja
Program
Perlindu
ngan
dan
Pengem
bangan
Lembag
a
Ketenag
akerjaan
Program
Pengem
bangan
Wilayah
Transmi
grasi
Program
Penangg
ulangan
Kebakar
an
Program
Pencega
han dan
Penangg
ulangan
Bencana
Program
Pemelih
araan
Trantibu
m dan
Penegak
an
Peratura
n Daerah
Program
Pemberd
ayaan
Potensi
Keaman
an

Anggaran Sasaran

Program
Penataan
Administr
asi
Kependu
dukan
Program
Pengem
bangan
Komunik
asi,
Informasi
dan
Media

1.151.362.000,00

363.496.000,00

214.948.000,00

2.433.750.000,00

3.401.353.850,00

1.172.951.000,00

1.480.849.000,00

12.943.689.000,00

8.506.312.000,00

750.000.000,00

1.108.983.100,00

350.566.000,00

167.441.041,00

2.401.663.000,00

3.240.418.500,00

1.172.372.200,00

1.478.703.000,00

12.628.616.991,00

8.344.321.029,00

721.290.000,00

96,32

96,44

77,90

98,68

95,27

99,95

99,86

97,57

98,10

96,17



56

57

58

59

60

Program
Penyedi
aan Data
dan
Statistik
Program
peningka
tan
Fungsi
Kecamat
an dan
kapasita
s
penyelen
ggaraan
pemerint
ah
daerah
di
wilayah
kecamat
an
Program
Layanan
Pengada
an
Barang/j
asa
Program
Peningk
atan
Kapasita
s
Penyele
nggaraa
n
Pemerint
ah
Daerah
Program
Pemban
gunan
dan
Rehabilit
asi
Gedung

Total Realisasi Anggaran Sasaran

3.4.2

11

Meningkatny
a
penyelengga
raan
tatakelola
pemerintaha
n yang baik

61

Program
pembina
an dan
penyelen
ggaraan
pemerint
ahan
desa

150.000.000,00

9.441.917.250,00

526.654.600,00

4.830.600.000,00

34.193.786.067,00

58.399.269.917,00

2.541.759.000,00

149.690.000,00 @ 99,79
9.216.559.679,00 | 97,61
504.101.224,00 = 95,72
4.319.213.363,00 | 89,41
29.140.021.656,00 | 85,22
52.395.196.951,00 | 89,72
2.481.049.000,00 | 97,61






